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Undang Undang No. 6 Tahun 1994 
Tentang : Pengesahan United Nations Framework 

Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai 

Perubahan Iklim) 
 

 
Oleh  : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : 6 TAHUN 1994 (6/1994) 
Tanggal : 1 AGUSTUS 1994 (JAKARTA) 
Sumber : LN 1994/42; TLN NO. 3557 
 
 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
Menimbang: 
 
a. bahwa perubahan iklim bumi yang diakibatkan oleh peningkatan 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akan memberikan pengaruh 
merugikan pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia; 

 
b. bahwa dalam rangka upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas 

rumah kaca di atmosfer, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de 
Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah 
menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya 
United Nations Framework Convention on Climate Change oleh 
sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia; 

 
c. bahwa dalam upaya mencegah berlanjutnya perubahan iklim yang 

merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat 
internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui 
untuk mengupayakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang 
diproyeksikan pada tahun 1990; 

 
d. bahwa Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim 

geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai 
hutan tropis basah terbesar di dunia dan negara kepulauan yang 
memiliki laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas 
rumah kaca yang besar; 

 



e. bahwa komitmen negara-negara maju untuk menyediakan bantuan 
dana dan alih teknologi kepada negara-negara berkembang yang 
merupakan tanggung jawab negara-negara maju, sebagaimana diatur 
dalam United Nations Framework Convention on Climate Change, perlu 
ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia; 

 
f. bahwa Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian bersama-sama 

dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya 
mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, 
karena itu Pemerintah telah menandatangani United Nations 
Framework Convention on Climate Change di Rio de Janeiro, Brazil, 
pada tanggal 5 Juni 1992; 

 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah 

Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United Nations 
Framework Convention on Climate Change tersebut dengan Undang-
undang. 

 
 
Mengingat:  
 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945; 
 
 
Dengan Persetujuan 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM). 

 
 

Pasal   1 
 
Mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan 
Iklim) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini. 
 



 
Pasal  2 

 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustus 1994 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
ttd. 
 
SOEHARTO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustus 1994 
 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
MOERDIONO 
 
 

PENJELASAN ATAS  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1994  TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA 
KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) 

 
 
 
 
I. UMUM 
 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan agar 
Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 



Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 
bahwa "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat". Pasal tersebut mengandung esensi amanat yang mendasar bagi 
pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, manusia dapat berperan dalam 
mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam. Untuk 
itu perlu dikembangkan pola interaksi timbal balik antara atmosfer, bumi dan 
air yang dapat membentuk sistem iklim tersebut. Pengelolaan iklim terus 
dikembangkan guna menunjang pembangunan di berbagai sektor, seperti 
pertanian dan kehutanan. 
 
Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya tentang 
Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain menegaskan 
sebagai berikut : 

a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian 
penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga 
kehidupan seluruh makhluk hidup dimuka bumi diarahkan pada 
terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 
keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan 
perkembangan kependudukan agar dapat menjamin 
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan 
lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan 
sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi 
kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

b. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan 
tata guna lahan, air serta sumber daya alam lainnya dalam satu 
kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta 
ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang 
serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu 
melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat 
lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan 
dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada 
pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat 
mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam mengembangkan 
tata guna air perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan 
air yang cukup dan bersih serta berkesinambungan, pencegahan 
kemerosotan mutu dan kelestarian air, serta penyelamatan 
daerah aliran sungai. Setiap perubahan keadaan dan fungsi 
lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan 
dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan 
perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin. 

c. Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya 
perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga 



kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya 
pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya 
pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat 
ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar 
kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan 
prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah 
tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun 
perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari 
dapat terjamin keberlanjutannya. 

d. Kerjasama regional dan internasional mengenai pemeliharaan 
dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam 
pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus 
ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik 
regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan 
multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi 
prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut 
mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk 
lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih 
memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok. 

 
 
A. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia yang 

Berkaitan dan Mendukung Konvensi. 
  

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan 
pelaksanaannya. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara 
lain : 
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah 
Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 
17 Februari 1969; 

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3215); 

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260); 



 
e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3299); 

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 
United Nations Convention on the Law of the Sea (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3319); 

g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3419); 

h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi 
Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

j. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3501); 

k. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan 
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, dan 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 
as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties 
(Lembaran Negara Tahun 1922 Nomor 50); 

 
Indonesia merupakan anggota Organisasi Meteorologi Dunia telah 
melakukan aksesi Convention of the World Meteorological Organization 
(WMO) pada tanggal 16 Nopember 1950. 

 
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan 
konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi 
United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan 
demikian, pengesahan konvensi ini tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Setiap negara diharapkan mengkoordinasikan tindakan dalam upaya 
penanggulangan perubahan iklim. Untuk itu perlu disiapkan peraturan-
peraturan yang menyangkut perubahan iklim serta mendorong 
masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

 
 
B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi 
 

Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 
44/228 tanggal 22 Desember 1989 pada Konferensi Lingkungan dan 
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Nomor 43/53 



tanggal 6 Desember 1988, Nomor 44/207 tanggal 22 Desember 1989, 
Nomor 45/212 tanggal 21 Desember 1990, dan Nomor 44/169 tanggal 
19 Desember 1991 telah membahas masalah iklim global. 

 
Di samping itu, pada ketentuan-ketentuan resolusi Sidang Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/206 tanggal 22 
Desember 1989 dibahas pula tentang kemungkinan akibat yang 
merugikan dari kenaikan permukaan laut pada pulau-pulau dan daerah 
pesisir, terutama pada daerah pesisir daratan rendah, dan ketentuan-
ketentuan terkait dalam Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-bangsa Nomor 44/172 tanggal 19 Desember 1989 tentang 
Implementasi Rencana Kerja Nyata untuk Menanggulangi Penggurunan 
(desertification). 

 
Dalam rangka itu telah dipertimbangkan pula Konvensi Wina tentang 
Perlindungan Lapisan Ozon 1985 dan Protokol Montreal tentang 
Bahan-bahan yang Dapat Merusak Lapisan Ozon yang telah 
disesuaikan dan diamandemenkan pada tanggal 29 Juni 1990, dan 
Indonesia telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 23 
Tahun 1992. 

 
Para pihak pada Konvensi menyadari adanya analisis yang sangat 
berharga yang telah dilakukan oleh banyak negara mengenai 
perubahan iklim dan sumbangan penting dari Organisasi Meteorologi 
Dunia (the World Meteorological Organization = WNO), Badan 
Pembangunan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United 
Nations Environment Programme = UNEP) dan badan-badan lain, serta 
organisasi dan badan-badan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk pertukaran hasil penelitian ilmiah dan koordinasi riset. 

 
 
C. Naskah Konvensi 
 
Naskah Konvensi terdiri atas : 
a. Batang Tubuh yang berisi pembukaan dan 26 pasal sebagai berikut : 
 1. Pengertian; 
 2. Tujuan; 
 3. Prinsip-prinsip; 
 4. Komitmen; 
 5. Penelitian dan Pengamatan Sistemik; 
 6. Pendidikan, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat; 
 7. Konferensi Para Pihak; 
 8. Sekretariat; 
 9. Badan Pendukung untuk Nasihat-nasihat Ilmiah dan Teknologis; 
 10. Badan Pendukung Pelaksanaan; 
 11. Mekanisme Pembiayaan; 
 12. Komunikasi Informasi Mengenai Pelaksanaan; 
 13. Penyelesaian Masalah-masalah Pelaksanaan; 



 14. Penyelesaian Sengketa; 
 15. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi; 
 16. Persetujuan dan Perubahan Lampiran-lampiran pada Konvensi; 
 17. Protokol; 
 18. Hak Suara; 
 19. Depositari; 
 20. Penandatangan; 
 21. Pengaturan Sementara; 
 22. Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan atau Aksesi; 
 23. Hal Berlakunya; 
 24. Keberatan-keberatan (Reservasi); 
 25. Penarikan Diri; 
 26. Teks Asli. 
 
b. Lampiran : 
  

Lampiran I:  
Daftar Negara Maju dan Negara Ekonomi Transisi. 

 
Yang dimaksud dengan "Negara Ekonomi Transisi" adalah 
negara yang sedang mengalami masa transisi dari sistem 
ekonomi dengan perencanaan terpusat menuju sistem ekonomi 
pasar. 

 
 Lampiran II:  

Daftar Negara Industri Maju yang Berkewajiban Menyediakan Pendanaan. 
 

Uraian secara lengkap naskah Konvensi tersebut di atas dapat 
dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam Bahasa Inggeris 
dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir. 

 
 
D. Manfaat Konvensi 
 

Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia akan memperoleh 
manfaat berupa : 
a. Di dalam negeri, akan menambah lagi perangkat hukum yang 

lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan-
ketentuannya akan menjadi bagian dari hukum nasional yang 
mengatur masalah iklim dan lingkungan, sebagaimana yang 
sudah secara konsisten dilakukan oleh Negara Republik 
Indonesia. 

b. Di luar negeri, akan menunjukkan bahwa Indonesia turut 
bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, 
khususnya pada masalah perubahan iklim bumi yang 
dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama umat 
manusia. Kita menyadari bahwa kegiatan manusia telah 



meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan 
peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang 
pada gilirannya berakibat naiknya rata-rata pemanasan 
permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu 
ekosistem. 

c. Manfaat lain, lebih terbuka kesempatan yang sangat luas bagi 
Indonesia untuk selalu bekerja sama dan berkomunikasi dengan 
negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional 
melalui komunikasi informasi yang dilembagakan oleh Konvensi. 
Di antara Komunikasi tersebut yang penting ialah berupa 
pertukaran ilmiah dan teknologi karena Konvensi juga 
membentuk Badan Pendukung untuk nasihat ilmiah dan 
teknologi yang terbuka bagi semua pihak dan multidisiplin. 

 
Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan 
kedaulatan atas sumber alam yang kita miliki karena Konvensi ini 
tetap mengakui bahwa negara-negara sesuai dengan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional 
mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber alam sejalan 
dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan 
pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak 
merusak lingkungan. 

 
 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal  1 
 
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. 
 
 

Pasal  2 
 
 Cukup jelas 
 
 
 
 

__________________________________ 
 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  17  TAHUN 2004 

TENTANG 

PENGESAHAN  KYOTO PROTOCOL  TO THE  UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI 

KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 

TENTANG PERUBAHAN IKLIM) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana 

dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 

  b. bahwa Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah 

mengesahkan United Nations Framework Convention on Climate 

Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Perubahan Iklim) yang mengamanatkan penetapan suatu 

protokol; 

  c. bahwa perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah 

kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap 

lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai 

dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but 

differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial 

dan ekonomi tiap-tiap negara; 

d.  bahwa . . . 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

-     2     - 

 

  d. bahwa sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan 

mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat 

rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan 

laut; 

  e. bahwa sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia perlu 

mengembangkan industri dengan teknologi bersih khususnya yang 

rendah emisi; 

  f. bahwa sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di 

dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim 

bumi; 

  g. bahwa Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan 

manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak 

membahayakan sistem iklim bumi; 

  h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f, dan g dipandang 

perlu mengesahkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi 

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) 

dengan undang-undang; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 22A, dan 

Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 

Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi 

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557); 

3.  Undang-undang . . . 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4012); 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL 

TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON 

CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI 

KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 

TENTANG PERUBAHAN IKLIM). 

Pasal 1 

  Mengesahkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka 

Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang salinan 

naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Undang-undang ini. 

Pasal 2 

  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . . 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2004 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                         ttd 
 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 

     

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juli 2004 

SEKRETARIS NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA, 

                 ttd 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 72 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  17  TAHUN 2004 

TENTANG 

PENGESAHAN  KYOTO PROTOCOL  TO THE  UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI 

KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 

TENTANG PERUBAHAN IKLIM) 

I. UMUM 

 Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam 

penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-guna-lahan dan kehutanan. 

Kegiatan tersebut merupakan sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) terutama karbon 

dioksida (CO2) yang kontribusi terbesar berasal dari negara industri. Gas ini memiliki 

kemampuan menyerap panas yang berasal dari radiasi matahari yang dipancarkan 

kembali oleh bumi. Penyerapan ini telah menyebabkan pemanasan atmosfer atau 

kenaikan suhu dan perubahan iklim. 

 Negara industri telah lama menghasilkan emisi GRK yang terakumulasi di atmosfer 

dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sangat beralasan jika mereka berkewajiban 

menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim. Sementara itu, negara 

berkembang yang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK berhak mendapatkan 

bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk 

menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim. 

 Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia sehingga 

dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer dan tidak membahayakan sistem iklim 

bumi. Protokol Kyoto menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme 

penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penaatan dan penyelesaian sengketa. 

Sebagai . . . 
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 Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai 

terpanjang kedua di dunia, dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan 

ekonomi yang terbatas, Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap 

dampak perubahan iklim bagi lingkungan dan kehidupan bangsa Indonesia. Dampak 

tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya 

hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya 

pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. 

 Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia perlu mempercepat 

pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui 

pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan 

(renewable energy). Di samping itu, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan 

dan hutan untuk menyerap GRK. Protokol Kyoto menjamin bahwa teknologi yang akan 

dialihkan ke negara berkembang harus memenuhi kriteria tersebut melalui Mekanisme 

Pembangunan Bersih (MPB) atau Clean Development Mechanism (CDM) yang diatur 

oleh Protokol Kyoto. 

 Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) merupakan bentuk investasi baru di negara 

berkembang yang bertujuan mendorong negara industri untuk melaksanakan kegiatan 

penurunan emisi di negara berkembang guna mencapai target penurunan emisi GRK 

dan membantu negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengingat Indonesia telah mengesahkan 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim 

(Konvensi Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, sangatlah 

penting bagi Indonesia untuk mengesahkan Protokol Kyoto. Dengan mengesahkan 

Protokol tersebut, Indonesia mengadopsi hukum internasional sebagai hukum nasional 

untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan. 

1.  Latar . . . 
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 1. Latar Belakang dan Tujuan Protokol Kyoto 

  Gagasan dan program untuk menurunkan emisi GRK secara internasional telah 

dilakukan sejak tahun 1979. Program itu memunculkan sebuah gagasan dalam 

bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, yang diadopsi 

pada tanggal 14 Mei 1992 dan berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994. Pemerintah 

Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan telah mengesahkannya 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. 

  Agar Konvensi tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, dipandang penting 

adanya komitmen lanjutan, khususnya untuk negara pada Annex I (negara industri 

atau negara penghasil GRK) untuk menurunkan GRK sebagai unsur utama 

penyebab perubahan iklim. Namun, mengingat lemahnya komitmen Para Pihak 

dalam Konvensi Perubahan Iklim, Conference of the Parties (COP) III yang 

diselenggarakan di Kyoto pada bulan Desember tahun 1997 menghasilkan 

kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur dan mengikat Para Pihak negara 

industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi GRK yang 

dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama. 

  Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada 

tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, 

Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di 

bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme 

Implementasi Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission 

Trading), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). 

 2. Manfaat Pengesahan Protokol Kyoto 

  Dengan mengesahkan Protokol Kyoto, Indonesia mengadopsi Protokol tersebut 

sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan 

kelembagaan sehingga dapat : 

a.  mempertegas . . . 
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  a. mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip 

tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated 

responsibilities principle); 

  b. melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga 

kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer sehingga tidak membahayakan iklim 

bumi; 

  c. membuka peluang investasi baru dari negara industri ke Indonesia melalui 

MPB; 

  d. mendorong kerja sama dengan negara industri melalui MPB guna 

memperbaiki dan memperkuat kapasitas, hukum, kelembagaan, dan alih 

teknologi penurunan emisi GRK; 

  e. mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi 

rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan 

energi terbarukan; 

  f. meningkatkan kemampuan hutan dan lahan untuk menyerap GRK. 

 3. Materi Pokok Protokol Kyoto 

  Protokol Kyoto disusun berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang 

dibedakan, sebagaimana tercantum dalam prinsip ketujuh Deklarasi Rio, yang 

berarti bahwa semua negara mempunyai semangat yang sama untuk menjaga dan 

melindungi kehidupan manusia dan integritas ekosistem bumi, tetapi dengan 

kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. 

  Protokol Kyoto terdiri atas 28 Pasal dan 2 Annex : 

  • Annex A : Gas Rumah Kaca dan kategori sektor/sumber. 

  • Annex B : Kewajiban penurunan emisi yang ditentukan untuk Para Pihak. 

  Materi pokok yang terkandung dalam Protokol Kyoto, antara lain hal-hal berikut. 

 

a. Definisi . . . 
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  a. Definisi 

   Protokol Kyoto mendefinisikan beberapa kelembagaan Konvensi dan 

Protokol, diantaranya Conference of the Parties (COP) dan Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) beserta fungsinya dalam pelaksanaan 

Konvensi dan Protokol. Ditetapkan juga bahwa Para Pihak pada Annex I 

Konvensi (negara industri, termasuk Rusia dan negara Eropa Timur lain yang 

ekonominya berada dalam transisi menuju pasar bebas) wajib menurunkan 

emisi sesuai dengan Annex B. 

  b. Kebijakan dan Tata Cara 

   Pasal 2 Protokol Kyoto mengatur kebijakan dan tata cara dalam mencapai 

komitmen pembatasan dan penurunan emisi oleh negara pada Annex I serta 

kewajiban untuk mencapai batas waktu komitmen tersebut. Di samping itu, 

Protokol juga mewajibkan negara industri untuk melaksanakan kebijakan dan 

mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak yang merugikan dari 

perubahan iklim terhadap pihak lain, khususnya negara berkembang. 

  c. Target Penurunan Emisi 

   Target penurunan emisi yang dikenal dengan nama Quantified Emission 

Limitation and Reduction Objectives (QELROs) yang dijelaskan dalam Pasal 

3 dan 4 Protokol Kyoto adalah ketentuan pokok dalam Protokol Kyoto. Emisi 

GRK menurut Annex A Protokol Kyoto meliputi : Carbon Dioxide (CO2), 

Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O), Hydrofluorocarbon (HFC), 

Perfluorocarbon (PFC), dan Sulfurhexafluoride (SF6). Target penurunan 

emisi GRK bagi negara pada Annex I Konvensi diatur dalam Annex B 

Protokol Kyoto. Ketentuan ini merupakan pasal yang mengikat bagi negara 

pada Annex I. 

 

Protokol . . . 
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   Protokol juga mengatur tata cara penurunan emisi GRK secara bersama-sama. 

Jumlah emisi GRK yang harus diturunkan tersebut dapat meringankan negara 

yang emisinya tinggi, sedangkan negara yang emisinya rendah atau bahkan 

karena kondisi tertentu tidak mengeluarkan emisi dapat meringankan beban 

kelompok negara yang emisinya tinggi. 

  d. Implementasi Bersama 

   Implementasi Bersama adalah mekanisme penurunan emisi yang dapat 

dilaksanakan antarnegara industri yang diuraikan dalam Pasal 6 Protokol 

Kyoto. Implementasi Bersama itu mengutamakan cara-cara yang paling murah 

atau yang paling menguntungkan. Kegiatan Implementasi Bersama tersebut 

akan menghasilkan unit penurunan emisi atau Emission Reduction Units 

(ERU). 

  e. Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan 

   Kewajiban bersama antara negara industri yang termasuk pada Annex I 

dengan negara berkembang disesuaikan dengan prinsip tanggung jawab 

bersama yang dibedakan. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Protokol 

Kyoto. Pasal 10 merupakan penekanan kembali kewajiban tersebut tanpa 

komitmen baru bagi Para Pihak, baik negara industri maupun negara 

berkembang seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Perubahan 

Iklim. Pasal 11 menekankan kewajiban negara industri yang menjadi Pihak 

dalam Protokol Kyoto serta termasuk pada Annex II Konvensi untuk 

menyediakan dana baru dan dana tambahan, termasuk alih teknologi untuk 

melaksanakan komitmen Pasal 10 Protokol Kyoto. 

  f. Mekanisme Pembangunan Bersih 

   Mekanisme Pembangunan Bersih yang diuraikan dalam Pasal 12 Protokol 

Kyoto  merupakan prosedur penurunan emisi GRK dalam  rangka kerja sama  

negara . . . 
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   negara industri dengan negara berkembang. Negara industri melakukan 

investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. 

Sementara itu, negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan 

utama Konvensi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan penurunan 

emisi melalui MPB harus disertifikasi oleh entitas operasional yang ditunjuk 

oleh Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties 

(COP/MOP). 

  g. Kelembagaan 

   Lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan Protokol Kyoto adalah 

COP/MOP sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan Protokol (Pasal 

13); Sekretariat Protokol juga berfungsi sebagai Sekretariat Konvensi 

melakukan tugas-tugas administrasi Protokol (Pasal 14); dan Subsidiary Body 

for Scientific and Technological Advice (SBSTA), sebagai Badan Pendukung 

yang memberi masukan ilmiah kepada COP/MOP untuk membuat keputusan 

(Pasal 15). 

  h. Perdagangan Emisi 

   Perdagangan Emisi sebagaimana diatur dalam pasal 17 merupakan mekanisme 

perdagangan emisi yang hanya dapat dilakukan antarnegara industri untuk 

menghasilkan Assigned Amounts Unit (AAU). Negara industri yang emisi 

GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat memperdagangkan kelebihan 

jatah emisinya dengan negara industri lain yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi agar 

negara pembeli tetap memenuhi kewajibannya. 

  i. Prosedur Penaatan dan Penyelesaian Sengketa 

   Ketidaktaatan (non compliance) atas kewajiban yang ditentukan dalam 

Protokol diselesaikan  sesuai dengan prosedur dan mekanisme penaatan yang  

ada . . . 
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   ada dalam ketentuan Pasal 18 Protokol Kyoto. Sesuai dengan Pasal 19 

Protokol Kyoto, apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, proses 

penyelesaian sengketa (dispute settlement) mengacu Pasal 14 Konvensi. 

 4. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan dengan Protokol 

Kyoto. 

  Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung 

proses pelaksanaan Protokol Kyoto. Peraturan perundang-undangan yang terkait, 

antara lain sebagai berikut : 

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3557); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

 

6.  Undang-Undang . . . 
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  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3888). 

 5. Tindak Lanjut Pengesahan Protokol Kyoto 

  Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut mempunyai 

kaitan dengan ketentuan dalam Protokol Kyoto. Namun, pengesahan Protokol 

Kyoto masih memerlukan pengembangan peraturan dan kelembagaan untuk 

melaksanakan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Protokol. 

  Agar peluang yang ada dalam Konvensi dan Protokol dapat dimanfaatkan secara 

optimal, upaya sosialisasi perlu dilakukan secara efektif dan terintegrasi melalui 

koordinasi antarsektor yang diatur oleh perangkat peraturan dan kelembagaan yang 

jelas sehingga dampak negatif perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan 

manusia dapat diminimalkan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

  Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. 

 Pasal 2 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4403 

 

 

 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan
hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin
menurun telah mengancam kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-
sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat
mengakibatkan perubahan iklim sehingga
memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup
karena itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .
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f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum
dan memberikan perlindungan terhadap hak
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,
perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33
ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .
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2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar
dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup
yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati
yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

10. Kajian . . .
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10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

16. Perusakan . . .
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16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana serta
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh
aktivitas manusia sehingga menyebabkan
perubahan komposisi atmosfir secara global dan
selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang
dapat dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .
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23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang
meliputi pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan.

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan
membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan
limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi,
waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan
tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dari
kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak
pada lingkungan hidup.

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh
perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok
orang yang terorganisasi dan terbentuk atas
kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya
berkaitan dengan lingkungan hidup.

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok
masyarakat yang secara turun temurun bermukim
di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.

32. Setiap . . .
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32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang
ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak
luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .
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BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

l. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

b. menjamin . . .
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b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelestarian ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
lingkungan hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini
dan generasi masa depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
meliputi:
a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi . . .
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a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas
inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;

b. tingkat pulau/kepulauan; dan

c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai sumber
daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;

b. jenis yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan;

e. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat
pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b
menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion
dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan instansi terkait.

(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah
ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan
daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c terdiri atas:
a. RPPLH nasional;

b. RPPLH provinsi; dan

c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun berdasarkan
inventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
a. RPPLH nasional;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH . . .
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(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
disusun oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi sumber daya alam;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH
provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk
RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber

daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas
dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya
alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim.

(5) RPPLH . . .
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(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat
dalam rencana pembangunan jangka panjang
dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan
berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan
hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan
hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup nasional dan
pulau/kepulauan;

b. gubernur . . .
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b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas
kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan
ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan
dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau
evaluasi:

a. rencana . . .
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a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta
rencana rincinya, rencana pembangunan
jangka panjang (RPJP), dan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM)
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,

dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan kebijakan, rencana, dan/atau
program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko
lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.

Pasal 17

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan,
rencana, dan/atau program pembangunan dalam
suatu wilayah.

(2) Apabila . . .
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(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan
daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai
dengan rekomendasi KLHS; dan

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan keselamatan masyarakat, setiap
perencanaan tata ruang wilayah wajib
didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup.

(2) Baku mutu . . .
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(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f
diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan
lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria . . .
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(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan
kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk

produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan gambut;

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
didasarkan pada paramater antara lain:
a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 5 . . .
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Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan
kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan
terkena dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak
berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup
lain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang
alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang
terbarukan maupun yang tidak
terbarukan;

c. proses . . .
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c. proses dan kegiatan yang secara
potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan
sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan
mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan
hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi
dan/atau mempengaruhi pertahanan
negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan
mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis
usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25 . . .
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Pasal 25

Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana

usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta
sifat penting dampak yang terjadi jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak
yang terjadi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip pemberian informasi
yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan sebelum kegiatan
dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan keberatan
terhadap dokumen amdal.

Pasal 27 . . .
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Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal,
pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan
kepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib
memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat
kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunan
amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan,
prakiraan, dan evaluasi dampak serta
pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal yang
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi
dan kriteria kompetensi penyusun amdal
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai
Amdal yang dibentuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Komisi . . .
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(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi
dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terdiri atas wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan dampak yang timbul dari
suatu usaha dan/atau kegiatan yang
sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi
terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi
Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen yang
melakukan kajian teknis dan sekretariat
yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai
Amdal, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan keputusan
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 . . .
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Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
membantu penyusunan amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah
yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi,
biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan
golongan ekonomi lemah diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota
menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
UKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib
membuat surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria:

a. tidak termasuk dalam kategori
berdampak penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL
dan surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin . . .
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(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan
apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam

permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,
serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat
dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata
usaha negara.

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara yang
mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan
mengalami perubahan, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan wajib
memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan
hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengembangkan dan menerapkan
instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan
ekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan
kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan produk domestik bruto dan
produk domestik regional bruto yang
mencakup penyusutan sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup antardaerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf b meliputi:

a. dana jaminan pemulihan lingkungan
hidup;

b. dana penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan dan pemulihan
lingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c
antara lain diterapkan dalam bentuk:

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah
lingkungan hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi
lingkungan hidup;

c. pengembangan sistem lembaga keuangan
dan pasar modal yang ramah lingkungan
hidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izin
pembuangan limbah dan/atau emisi;

e. pengembangan sistem pembayaran jasa
lingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;

g. pengembangan sistem label ramah
lingkungan hidup; dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(4) Ketentuan . . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen
ekonomi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-
undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib
memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan
hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia serta pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai
untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

b. program pembangunan yang berwawasan
lingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran
dana alokasi khusus lingkungan hidup yang
memadai untuk diberikan kepada daerah yang
memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi
lingkungan hidup yang kualitasnya telah
mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada
saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup, ancaman
terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau
kesehatan dan keselamatan manusia wajib
melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan/atau

c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
audit lingkungan hidup dalam rangka
meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 49

(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup
kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang
berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup;
dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap
kegiatan tertentu yang berisiko tinggi
dilakukan secara berkala.

Pasal 50

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1), Menteri dapat melaksanakan atau
menugasi pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup atas
beban biaya penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan
hidup.

Pasal 51

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49
dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup.

(3) Kriteria . . .
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(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat
kompetensi auditor lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata
laksana audit lingkungan hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidup yang
meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengambilan kesimpulan,
dan pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah
perbaikan sebagai tindak lanjut audit
lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi auditor lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib
melakukan penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian . . .
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b. pengisolasian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 54

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan
pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemulihan fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 . . .
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Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib
menyediakan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya dapat
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan
menggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana
penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan
melalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

b. pencadangan sumber daya alam;
dan/atau

c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi . . .
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(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kegiatan:

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
sumber daya alam yang tidak dapat dikelola
dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan

c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi
dan pencadangan sumber daya alam serta
pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,
menyimpan, memanfaatkan, membuang,
mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib
melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3
wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti ketentuan
pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu
melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin
dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib
mencantumkan persyaratan lingkungan hidup
yang harus dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam
izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan
hidup tanpa izin.

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang
telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan persyaratan dumping limbah atau
bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup untuk mendukung pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan
secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib
dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem . . .
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(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling
sedikit memuat informasi mengenai status
lingkungan hidup, peta rawan lingkungan
hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem
informasi lingkungan hidup diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan
berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

f. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam nasional dan emisi gas rumah
kaca;

g. mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dan
nonhayati, keanekaragaman hayati,
sumber daya genetik, dan keamanan
hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak
perubahan iklim dan perlindungan lapisan
ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas batas
negara;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan
nasional, peraturan daerah, dan
peraturan kepala daerah;

o. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;

p. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antardaerah serta
penyelesaian sengketa;

r. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan minimal;

t. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidup
nasional;

u. mengelola . . .
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v. mengoordinasikan, mengembangkan,
dan menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

w. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan standar
laboratorium lingkungan hidup;

y. menerbitkan izin lingkungan;

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa.melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah provinsi
bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS
tingkat provinsi;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas
kabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan,
peraturan daerah, dan peraturan kepala
daerah kabupaten/kota;

i. melakukan . . .
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i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antarkabupaten/antarkota
serta penyelesaian sengketa;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis,
dan pengawasan kepada kabupaten/kota
di bidang program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan
minimal;

n. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada
tingkat provinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat provinsi;

p. mengembangkan dan
menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

q. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

r. menerbitkan izin lingkungan pada
tingkat provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup pada tingkat
provinsi.

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat
kabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS
tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;

j. melaksanakan standar pelayanan
minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan sistem informasi lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan . . .
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n. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan pada
tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan
dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul
dan/atau keberatan terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(5) Setiap . . .
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(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan
akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara
perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara benar, akurat, terbuka, dan
tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke media lingkungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan
hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke
media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin
lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar;

i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-
masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul,
keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan
ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan
kearifan lokal dalam rangka pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .
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BAB XII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
dapat mendelegasikan kewenangannya
dalam melakukan pengawasan kepada
pejabat/instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota menetapkan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 . . .
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Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau
membuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampel;

h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan/atau alat
transportasi; dan/atau

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat
pengawas lingkungan hidup dapat melakukan
koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup
dan tata cara pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3),
Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif
terhadap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah
daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi
administratif terhadap pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab
pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan
atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 . . .
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Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

a. penghentian sementara kegiatan
produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air
limbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat
yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan;
atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat
dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagi
manusia dan lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas
jika tidak segera dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi
lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan
pemerintah.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang untuk memaksa penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup
akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup dilakukan secara suka rela oleh para
pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan yang dipilih
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau
para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
luar pengadilan dilakukan untuk mencapai
kesepakatan mengenai:

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran
dan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak
akan terulangnya pencemaran dan/atau
perusakan; dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya
dampak negatif terhadap lingkungan
hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan dapat digunakan
jasa mediator dan/atau arbiter untuk
membantu menyelesaikan sengketa
lingkungan hidup.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan
tidak berpihak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia
jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan perbuatan
melanggar hukum berupa pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup wajib membayar
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan
pemindahtanganan, pengubahan sifat dan
bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari
suatu badan usaha yang melanggar hukum
tidak melepaskan tanggung jawab hukum
dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran
uang paksa terhadap setiap hari
keterlambatan atas pelaksanaan putusan
pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya menggunakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang
waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
dihitung sejak diketahui adanya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa
tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan
yang menggunakan dan/atau mengelola B3
serta menghasilkan dan/atau mengelola
limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah
yang bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup berwenang mengajukan
gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan kelompok untuk kepentingan
dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan
masyarakat apabila mengalami kerugian
akibat pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat
kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum,
serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok
dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, organisasi lingkungan hidup berhak
mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada
tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu
tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya
atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat
mengajukan gugatan apabila memenuhi
persyaratan:

a. berbentuk . . .
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a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya
bahwa organisasi tersebut didirikan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai
dengan anggaran dasarnya paling singkat
2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan tata usaha negara
apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi
tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara
yang menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan
izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap
keputusan tata usaha negara mengacu
pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara.

BAB XIV . . .
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BAB XIV

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diberi wewenang sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap
orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,
catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

e. melakukan . . .
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu
yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan
barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret,
dan/atau membuat rekaman audio visual;

j. melakukan penggeledahan terhadap
badan, pakaian, ruangan, dan/atau
tempat lain yang diduga merupakan
tempat dilakukannya tindak pidana;
dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak
pidana.

(3) Dalam melakukan penangkapan dan
penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri
sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat
polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri
sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat
pegawai negeri sipil memberitahukan kepada
penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara
Republik Indonesia memberikan bantuan guna
kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil
memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penuntut umum dengan tembusan
kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia.

(6) Hasil . . .
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(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh
penyidik pegawai negeri sipil disampaikan
kepada penuntut umum.

Pasal 95

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat
dilakukan penegakan hukum terpadu antara
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan
kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
penegakan hukum terpadu diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak
pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini
merupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .
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Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien,
baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka
dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka
berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya
mengakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien, baku mutu air, baku mutu
air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila . . .
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(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka
dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka
berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air
limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan dipidana, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila
sanksi administratif yang telah dijatuhkan
tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan
lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau
mengedarkan produk rekayasa genetik ke media
lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Pasal 102 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah
B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan
tidak melakukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah
dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).

Pasal 106 . . .
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Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang
menurut peraturan perundang–undangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran
lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 109 . . .
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Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang
menerbitkan izin lingkungan tanpa
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 . . .
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Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja
tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya
nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar yang diperlukan
dalam kaitannya dengan pengawasan dan
penegakan hukum yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi, atau menggagalkan
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri
sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .
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Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan
usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau
orang yang bertindak sebagai pemimpin
kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang, yang berdasarkan
hubungan kerja atau berdasarkan hubungan
lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap
pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak
pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau
bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi
perintah atau pemimpin tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa
pidana penjara dan denda diperberat dengan
sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana
dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili
oleh pengurus yang berwenang mewakili di
dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan selaku pelaku
fungsional.

Pasal 119 . . .
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Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat
dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata
tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat
usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan
tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah
pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
jaksa berkoordinasi dengan instansi yang
bertanggung jawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf e,
Pemerintah berwenang untuk mengelola
badan usaha yang dijatuhi sanksi
penempatan di bawah pengampuan untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan
audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .
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(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap
penyusun amdal wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap
auditor lingkungan hidup wajib memiliki
sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup
yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin
lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan
peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang
ini.

Pasal 125 . . .
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Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga
negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan
seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup
Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang
antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan
cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi
nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai
terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.
Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan
sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi
dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara
lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan
Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap
dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya
produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya
hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya
permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya
keanekaragaman hayati.

Ketersedian . . .
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Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun
kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.
Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas
lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban
sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara,
asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan
lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen
dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai
konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan
pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan
perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan,
rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya
tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang
telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu . . .
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4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas
hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk
berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan
berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya
sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi
lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia
serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi
masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara
lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat
mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun
beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari
buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah
Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya
pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif
pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui
peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan
amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan
diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta
dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang
amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam
memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum
diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan
hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara
maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,
perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang
efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan . . .
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Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian
hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan
sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan
hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun
hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam
pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam
pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat
organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui
cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga
akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan
tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa
depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini
memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping
maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran
baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan
pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana
lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya
terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi
dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini
hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,
dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-
Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam
Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola
pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan
dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan
penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain . . .
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8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian
lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu
lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen
ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan
berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan
hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;

g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi
perkembangan lingkungan global;

h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi,
akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-
hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara
lebih jelas;

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup
dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada
Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-
Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat
luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh . . .
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Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja
berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu
organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi
dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain
itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup
wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk
kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas
pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan
pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun
generasi masa depan.

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah
bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c . . .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai
aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan
serta pelestarian ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan
berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan lingkungannya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas
generasi, maupun lintas gender.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik
sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat
setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i . . .
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Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan
upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan
keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya
alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur
nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib
menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang
baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat
yang diakui oleh DPRD.

Huruf e . . .
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan
iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .
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Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang
dimaksud meliputi:
a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan

keanekaragaman hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah

bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;

d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam;

e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau
lahan;

f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan
keselamatan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan
konsultasi publik.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada,
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah”
adalah ukuran batas atau kadar polutan yang
ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen
yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien”
adalah ukuran batas atau kadar zat, energi,
dan/atau komponen yang seharusnya ada,
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang
untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan”
adalah ukuran batas unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur
getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah
bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah
untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan
tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran
batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat
ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi
biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi
biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan
budi daya dan hutan.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan
terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan
fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat
ditenggang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk
rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan,
memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses
pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka
menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga
penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi
lingkungan hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 . . .
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Pasal 39
Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut
memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang
belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan,
dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan
keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam
ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti
izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain,
karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi,
penambahan atau pengurangan kapasitas produksi,
dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah
tempat.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam
perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi
aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan”
adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan
dan pengelolaan dana yang digunakan bagi
pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari
berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan
lainnya.

Huruf c
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau
daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter
kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan
pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang
berdampak positif pada cadangan sumber daya alam
dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau
ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter
kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan
pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang
berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam
dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam”
adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya
alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik
maupun dalam nilai moneter.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto”
adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi
oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional
bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c . . .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal
jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara
kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang,
masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai
pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
lingkungan hidup.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan
hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam
perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh
suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan
kualitas lingkungan hidup yang rusak karena
kegiatannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah
dana yang digunakan untuk menanggulangi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan”
adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan
donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan
hidup.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa
ramah lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah
lingkungan hidup.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup”
adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan
sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air
bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak
sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup”
adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan
sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti
retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup”
adalah kemudahan atau pengurangan beban yang
diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya
berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan
ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga
keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan
pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan
bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah
lingkungan hidup” adalah pasar modal yang
menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar
modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan
persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan
yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan
limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah
dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke
media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan
hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh
pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
lingkungan hidup.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup”
adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada
saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan
hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada
produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan
kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 . . .
Pasal 47
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji
pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan
pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)
Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi
seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya,
penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan
penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang
tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan
kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b
Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi
evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan
pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko,
pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan
pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah
proses interaktif dari pertukaran informasi dan
pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi
yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan
tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau
kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau
keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan
luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi,
serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen . . .
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Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

a. informasi yang meliputi tujuan dan proses
pelaksanaan audit;

b. temuan audit;

c. kesimpulan audit; dan

d. data dan informasi pendukung.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya
pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk
memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan
manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan
kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan
memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau
bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana
semula.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup”
adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan
atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh
perbuatan manusia.

Huruf a
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain,
konservasi sumber daya air, ekosistem hutan,
ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan
gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b . . .
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Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya
alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan
waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam,
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan

hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari

luasan pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan

hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya
alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan
keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim”
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam
upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca
sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak
perubahan iklim.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim”
adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan
kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan
akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan,
dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim
dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk
mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup
yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk
menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang
mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan,
termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang
melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan
izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain,
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran
potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis
dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang
berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan
hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam
pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi
masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui
masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik
pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas
lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan
pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67 . . .
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Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain,
DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal
2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman
jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini
termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan
melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75 . . .
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Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius”
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat
membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak
orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . . .
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Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan
para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk
menjamin kepastian hukum.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam
hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain
diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak
lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan
tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga
limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan
pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu
adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict
liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh
pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan
tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya
nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau
perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan
sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah
jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan
ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan
yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah
kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak
milik privat.
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta
pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak
akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91 . . .
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Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan
berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana,
dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan
pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk
mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik
pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara
Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi,
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau
yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data,
rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan
didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam
secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki
makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik”
adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk
rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan
setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik”
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada
masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 . . .
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Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk
dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-
fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah
badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha
dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan
hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana
dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang
memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima
tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini
termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup
melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik,
dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya
tindak pidana tersebut.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121 . . .
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Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke
sumber air.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059



 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  61 TAHUN 2011 

TENTANG 
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak 

dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim; 

   b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Bali Action 

Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United 

Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) 

dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta 

memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-

20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 

26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat 

bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya 

rencana aksi (bussines as usual/BAU), maka perlu disusun 

langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

  

Mengingat : 1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan 

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 

Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5058); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23); 
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  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 

– 2014; 

  

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL 

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.  

  

Pasal  1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1.      Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana 

kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 

langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca 

sesuai dengan target pembangunan nasional. 

2. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang 

selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja 

untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung 

dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai 

dengan target pembangunan daerah. 

3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas 

yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun 

antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali 

radiasi inframerah. 

4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area 

tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

5. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. 

6. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan 

langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga 

menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan 

selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang 

teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

7. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk 

mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 
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dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari 

berbagai sumber emisi. 

8. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada 

penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK. 

9. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak 

langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung 

pelaksanaan kegiatan inti. 

  

Pasal 2 

(1) RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. 

(2) Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang:  

a.      Pertanian; 

b.      Kehutanan dan lahan gambut; 

c.      Energi dan transportasi; 

d.      Industri; 

e.       Pengelolaan limbah;  

f.        Kegiatan pendukung lain. 

(3) RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres ini. 

  

Pasal  3 

RAN-GRK merupakan pedoman bagi: 

a. Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi 

penurunan emisi GRK. 

b. Pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-GRK. 

  

Pasal 4 

RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha 

dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi 

GRK. 
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Pasal  5 

(1)    Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan RAN-GRK sesuai 

tugas dan fungsi masing-masing. 

(2)   Pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian. 

(3)    Pelaksanaan RAN-GRK pada masing-masing kementerian/ 

lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. 

  

Pasal  6 

(1)   Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah 

provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK. 

(2)   Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada: 

a.      RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan  

b.      Prioritas pembangunan daerah. 

 (3) Penyusunan RAD-GRK diselesaikan dan ditetapkan dengan 

peraturan gubernur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 

ditetapkan Peraturan Presiden ini. 

(4) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri. 

  

Pasal 7 

Penyusunan RAD-GRK difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri 

bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup. 

  

Pasal 8 

Pedoman penyusunan RAD-GRK ditetapkan oleh Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan 

Presiden ini. 
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 Pasal 9 

(1) RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan 

kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika 

internasional. 

(2) Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga 

dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS. 

(3) Hasil kaji ulang RAN-GRK dilaporkan oleh Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS 

kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan 

tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

(4) Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK. 

  

  

Pasal 10 

(1)   Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan 

RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan 

kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

(2)   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan 

pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

  

 Pasal 11 

Pendanaan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 12 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  20  September  2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                       ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah 

mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim 

global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; 

b. bahwa dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, 

Indonesia ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat 

internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer; 

c.  bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelenggarakan 

inventarisasi gas rumah kaca; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

Nasional; 
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3557); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan 

Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on 

Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5058); 

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN 

INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1.   Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan 

langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga 

menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan 

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun 

waktu yang dapat dibandingkan. 

2.   Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang 

terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, 

yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 

3.   Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan 

perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber 

emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan 

karbon (carbon stock). 

4.   Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area 

tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

5.    Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu 

area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

6.    Simpanan karbon (carbon stock) adalah besaran karbon yang 

terakumulasi dalam tampungan karbon (carbon pools) di darat 

dan laut dalam jangka waktu tertentu. 

7.    Data aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas 

manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK. 

8.    Faktor emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke 

atmosfer per satuan aktivitas tertentu. 

9.    Faktor serapan adalah besaran GRK di atmosfer yang diserap 

per satuan aktivitas tertentu. 

10.  Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. 

11.  Tingkat serapan GRK adalah besarnya serapan GRK tahunan. 

12.  Status emisi GRK adalah kondisi emisi GRK dalam satu kurun 

waktu tertentu yang dapat diperbandingkan berdasarkan hasil 
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penghitungan GRK dengan menggunakan metode dan faktor 

emisi/serapan yang konsisten. 

13.  Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim (National 
Communication) adalah laporan yang disusun oleh Pemerintah 

Indonesia sebagai kewajiban Negara Pihak yang meratifikasi 

Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 
Nations Framework Convention on Climate Change). 

14.  Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk 

mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 

dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK 

dari berbagai sumber emisi. 

15.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

16.  Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non 

Kementerian adalah pimpinan Kementerian dan/atau Lembaga 

yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

  

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional bertujuan untuk 

menyediakan: 

a. Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan 

kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk 

simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.  

b.  Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan 

mitigasi perubahan iklim nasional. 
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BAB III 

PROSES DAN TATA CARA PENGHITUNGAN 

INVENTARISASI GRK 

Pasal 3 

(1)    Inventarisasi GRK dilakukan dengan cara: 

a.   Pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi 

dan serapan GRK termasuk simpanan karbon, serta 

penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK. 

b.   Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan 

karbon. 

(2)    Hasil penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk 

simpanan karbon dilaporkan dalam bentuk tingkat dan status 

emisi GRK. 

(3)    Inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada sumber emisi dan penyerapnya termasuk 

simpanan karbon yang meliputi: 

a.    Pertanian, Kehutanan, Lahan Gambut, dan Penggunaan 

Lahan Lainnya. 

b.   Pengadaan dan Penggunaan Energi yang mencakup: 

1.   pembangkitan energi;  

2.   industri;  

3.   transportasi;  

4.   rumah tangga; 

5.   komersial; dan  

6.   pertanian, konstruksi, dan pertambangan.  

c.    Proses Industri dan Penggunaan Produk.  

d.   Pengelolaan Limbah. 

(4)    Menteri dapat menetapkan sumber lainnya selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri 

terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian. 

(5)    GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) meliputi senyawa: 

a.    karbon dioksida (CO2). 
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b.    metana (CH4). 

c.    dinitro oksida (N2O). 

d.    hidrofluorokarbon (HFCs). 

e.    perfluorokarbon (PFCs). 

f.     sulfur heksafluorida (SF6). 

  

Pasal 4 

(1)    Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan 

karbon dilakukan dengan: 

a.    menggunakan data aktivitas di masing-masing sumber 

emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon; 

b.   menggunakan data aktivitas pada tahun yang sama; 

c.    menggunakan faktor emisi dan faktor serapan lokal. 

(2)    Dalam hal faktor emisi dan faktor serapan lokal tidak tersedia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghitungan 

emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dapat 

menggunakan faktor emisi dan faktor serapan yang telah 

disepakati secara internasional. 

(3)    Hasil penghitungan emisi dan/atau serapan GRK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung 

pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi 

perubahan iklim nasional. 

  

 Pasal 5  

Terhadap data aktivitas, faktor emisi dan faktor serapan, 

penghitungan tingkat emisi dan tingkat serapan GRK dilakukan:  

a.     Analisis tingkat ketidakpastian (uncertainty). 

b.    Pemilihan metodologi yang digunakan. 

c.     Pengendalian kualitas data (quality control) guna menjamin 

ketepatan dan kelengkapan data.  

d.    Penjaminan data (quality assurance) dengan melakukan kaji 

ulang prosedur pelaksanaan inventarisasi GRK. 

e.     Pendokumentasian data dan informasi serta pengarsipannya. 
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f.     Penentuan sumber yang paling signifikan guna membantu 

alokasi sumber daya untuk perbaikan penyelenggaraan 

inventarisasi. 

  

BAB IV 

VERIFIKASI 

Pasal 6 

(1)    Terhadap proses dan hasil inventarisasi GRK, termasuk hasil 

pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi 

perubahan iklim nasional dilakukan verifikasi. 

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri. 

  

BAB V 

TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 7 

(1)    Menteri bertugas untuk:  

a.   Menetapkan pedoman penyelenggaraan inventarisasi 

GRK. 

b.   Mengoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK dan 

kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK 

termasuk simpanan karbon di tingkat nasional. 

c.    Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses 

dan hasil inventarisasi GRK. 

(2)    Menteri melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan 

Komunikasi Nasional Perubahan Iklim (National 
Communication).  

(3)    Menteri menyampaikan laporan Komunikasi Nasional kepada 

perwakilan pemerintah yang ditugaskan sebagai National Focal 
Point pada United Nations Framework Convention on Climate 
Change. 
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Pasal 8 

(1)    Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang terkait dengan ruang lingkup inventarisasi 

GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bertugas 

untuk: 

a.    Menyelenggarakan inventarisasi GRK. 

b.   Menyusun kecenderungan perubahan emisi dan serapan 

GRK termasuk simpanan karbon sesuai dengan lingkup 

tugas dan kewenangannya.  

c.    Mengembangkan metodologi inventarisasi dan faktor emisi 

atau serapan GRK berkoordinasi dengan para pemangku 

kepentingan. 

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian menetapkan penanggungjawab yang bertugas 

melaksanakan inventarisasi GRK di unit kerja instansi sesuai 

dengan kewenangannya. 

  

Pasal 9 

(1)    Gubernur bertugas: 

a.  menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi; 

dan 

b. mengoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di 

kabupaten dan kota di wilayahnya.  

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Gubernur menunjuk unit pelaksana teknis daerah yang 

lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup. 

  

 Pasal 10  

(1)    Bupati dan Walikota bertugas menyelenggarakan inventarisasi 

GRK di kabupaten dan kota. 

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bupati dan Walikota menunjuk unit pelaksana teknis 

daerah yang lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup. 
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Pasal 11 

Penyelenggaraan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Menteri 

terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan pada pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf a.  

  

BAB VI 

PELAPORAN 

Pasal 12 

(1)    Bupati dan/atau Walikota melaporkan hasil kegiatan 

inventarisasi GRK kepada Gubernur secara berkala, satu kali 

dalam setahun. 

(2)    Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari 

kabupaten dan/atau kota kepada Menteri satu kali dalam 

setahun. 

  

Pasal 13 

(1)    Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK 

kepada Menteri satu kali dalam setahun. 

(2)    Menteri melaporkan hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK 

kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

  

Pasal 14 

(1)    Laporan inventarisasi GRK diterbitkan secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan nasional, kebutuhan internasional, dan 

kebutuhan untuk penyusunan Laporan Komunikasi Nasional 

Perubahan Iklim (National Communication) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang dikoordinasikan oleh 

Menteri. 

(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai bahan perumusan kebijakan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional 

termasuk rencana aksi penurunan emisi GRK nasional. 
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Pasal 15 

(1)    Seluruh pelaku usaha dari kegiatan yang secara potensial 

menimbulkan emisi dan/atau menyerap GRK, wajib 

melaporkan data-data terkait inventarisasi GRK kepada 

Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya satu kali 

dalam setahun. 

(2)    Batasan pelaku usaha yang wajib melaporkan data terkait 

inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

  

Pasal 16  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan 

inventarisasi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 

13, Pasal 14, dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri.  

  

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 17 

(1)    Menteri dan Menteri terkait dan/atau Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian memberikan pembinaan dalam 

rangka penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada 

pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemangku 

kepentingan. 

(2)    Gubernur memberikan pembinaan dalam rangka koordinasi 

penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada pemerintah 

daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. 

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

  

Pasal 18 

(1)    Setiap pelaksana inventarisasi GRK wajib memenuhi kriteria 

dan standar kompetensi inventarisasi GRK. 

(2)    Kriteria dan standar kompetensi inventarisasi GRK 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 19 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber 

pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-

undangan. 

  

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  5  Oktober 2011      

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

                ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO      
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BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.155, 2012 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Peta 
Panduan. Pengurangan. Emisi CO2. 

 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12/M-IND/PER/1/2012 
TENTANG 

PETA PANDUAN (ROAD MAP ) PENGURANGAN EMISI CO2 
INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen 
pengurangan emisi CO2 untuk mengurangi dampak 
perubahan iklim;  

b. bahwa industri semen merupakan salah satu 
penyumbang emisi CO2 dari penggunaan energi dan 
sistem proses produksi; 

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu disusun 
Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi CO2 di 
Industri Semen; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
diterbitkan suatu Peraturan Menteri Perindustrian 
tentang Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi 
CO2 Industri Semen di Indonesia; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (Protokol 
Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4403); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4746); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Konservasi Energi; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara. Serta susunan organisasi, tugas 
dan fungsi Eselon I Kementerian Negara.  

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAN-GRK);  

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian;  
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA 

PANDUAN (ROAD MAP) PENGURANGAN EMISI CO2 
INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen 

yang selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan 
nasional yang memuat sasaran, strategi, kebijakan dan 
program/rencana aksi dalam upaya pengurangan emisi CO2 industri 
semen di Indonesia untuk kurun waktu 2011-2020. 

2. Industri semen adalah industri yang termasuk dalam Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Industri (KBLI) 26411. 

3. Pemangku Kepentingan Utama adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Industri Semen dan Asosiasi Industri Semen. 

4. CO2 spesifik adalah perhitungan jumlah CO2 yang dihasilkan per ton 
semen. 

Pasal 2 
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini; 
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 

a. Pedoman Operasional bagi pelaku industri dalam upaya 
pengurangan emisi CO2; 

b. Pedoman Operasional bagi aparat Pemerintah dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi kepada Industri Semen dalam upaya 
pengurangan emisi CO2; dan 

c. Pedoman Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antara 
Pemerintah dan pelaku industri dalam upaya pengurangan emisi 
CO2. 

Pasal 3 
(1) Program/Rencana Aksi Pengurangan Emisi CO2 di Industri Semen 

dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan Utama sesuai dengan yang 
dimaksud dalam Peta Panduan. 

Pasal 4 
Penurunan Emisi CO2 spesifik dari baseline 2009, adalah:  
(a) Secara sukarela sebesar 2 % untuk kurun waktu 2011-2015. 
(b) Secara wajib sebesar 3 % untuk kurun waktu 2016-2020.  
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Pasal 5 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Panduan Pengurangan Emisi 
CO2 Industri Semen diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktorat 
Jenderal Teknis terkait.  

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2012 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
MOHAMAD S. HIDAYAT 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Februari 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1194, 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Mitigasi dan 
Adaptasi. Perubahan Iklim. Rencana Aksi Nasional. 

 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11/PRT/M/2012 
TENTANG 

RENCANA AKSI NASIONAL 
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2012-2020 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan 
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang yang tanggap terhadap perubahan iklim perlu 
pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim yang terpadu di dalam kegiatan pembangunan 
melalui 4 (empat) subbidang, yaitu subbidang sumber 
daya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang 
keciptakaryaan, dan subbidang penataan ruang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Aksi 
Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Framework Convention On 
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3557); 
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  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5188); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 5Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 
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  11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional; 

  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi Nasional 
Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota); 

  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum(KSNP-SPAM); 

  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 
NasionalPengembangan Sistem Pengelolaan 
Persampahan(KSNP-SPP); 

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

RENCANA AKSI NASIONAL MITIGASI DAN ADAPTASI 
PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2012-2020 KEMENTERIAN 
PEKERJAAN UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut RAN MAPI 
Kementerian Pekerjaan Umum adalah dokumen program kerja bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mitigasi dan 
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

2. Perubahan Iklim adalahberubahnya iklim yang diakibatkanlangsung 
atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehinggamenyebabkan 
perubahan komposisi atmosfer secara global danselain itu juga 
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada 
kurun waktu yang dapat dibandingkan. 
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3. Infrastruktur bidang ke-PU-an adalah infrastruktur subbidang 
sumber daya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang 
perumahan dan permukiman (keciptakaryaan), dan subbidang 
penataan ruang. 

4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk 
mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 
dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca 
dari berbagai sumber emisi. 

5. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap 
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim 
ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat 
dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim 
dapat diatasi. 

6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyusunan 
program pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
untuk mengantisipasi perubahan iklim baik dalam rangka 
mengurangi dan/atau menangkap jumlah emisi yang dihasilkan 
maupun dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan memperkuat upaya-upaya strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang yang responsif atau sensitif terhadap 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

BAB II 
MUATAN RAN MAPIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 3 

Muatan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum meliputi: 

a. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 

b. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 
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c. Output Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 

d. KomponenMitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; dan 

e. Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Pasal 4 
RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kedua 
Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pasal 5 

(1) Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan 
mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

(2) Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Sumber Daya Air; 

b. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang Jalan 
dan Jembatan; 

c. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Keciptakaryaan; dan 

d. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Penataan Ruang. 

Bagian Ketiga 
Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 6 

(1) Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b merupakan penjabaran strategi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim yang dituangkan ke dalam program 5 (lima) tahunan 
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sesuai dengan tahapan dalam Rencana Strategis Kementerian 
Pekerjaan Umum 2010-2020. 

(2) Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Sumber Daya Air Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020;  

b. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang Jalan 
dan Jembatan Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020;  

c. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Keciptakaryaan Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020; dan 

d. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Penataan Ruang Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020. 

Bagian Keempat 
Output Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 7 
Ouput Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
merupakan hasil yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Sasaran 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan RuangTahun 2012-2014. 

Bagian Kelima 
Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pasal 8 

Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
d merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk mewujudkan 
Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Tahun 2012-2014. 

Bagian Keenam 
Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 9 
(1) Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 3 huruf e bersifat rencana indikatif, yang dirinci untuk masing-
masing Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

(2) Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Nasional dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PELAKSANAAN RAN MAPI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

Pasal 10 
(1) RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan bagi 

perencanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang yang dilakukan oleh Unit Eselon I di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

(2) Dalam pelaksanaan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan 
evaluasi. 

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk oleh Menteri. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Juni 2012 
MENTERI PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
DJOKO KIRMANTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 November 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2012 

TENTANG   
PROGRAM KAMPUNG IKLIM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan 
iklim; 

 
b. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim 

dikembangkan program yang mendorong peningkatan 
kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 
tingkat lokal; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang 
Program Kampung Iklim; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 
 

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM. 

 
 

SALINAN  
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas 
rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, 
dan wilayah administratif lain yang dipersamakan 
dengan itu. 

2. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut 
Proklim adalah program berlingkup nasional yang 
dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam 
rangka mendorong masyarakat untuk melakukan 
peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca 
serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah 
dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi 
wilayah. 

3. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan 
diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman 
iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang 
yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat 
dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat 
perubahan iklim dapat diatasi.   

4. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi 
gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan 
dampak perubahan iklim. 

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan 
pedoman bagi: 

a. masyarakat dalam melaksanakan Proklim; 

b. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong 
pelaksanaan Proklim. 
 

Pasal 3 

(1) Menteri memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan 
Proklim. 

(2) Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Kampung yang melaksanakan upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
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(3) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi kegiatan antara lain: 

a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; 

b. peningkatan ketahanan pangan; 

c. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, 
intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi; 
dan 

d. pengendalian penyakit terkait iklim. 
 

(4) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi kegiatan antara lain: 

a. pengelolaan sampah dan limbah padat; 

b. pengolahan dan pemanfaatan air limbah; 

c. penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi 
energi; 

d. budidaya pertanian; 

e. peningkatan tutupan vegetasi; dan 

f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 
dan lahan. 

 
Pasal 4 

Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 
sesuai Pedoman Umum Proklim sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 5 

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) diberikan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan 
Proklim. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan tahapan: 

a. pengusulan lokasi; 

b. penilaian persyaratan administrasi; 

c. verifikasi lapangan; dan 

d. penetapan hasil penilaian. 
 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai pedoman penilaian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

(1) Penilaian pelaksanaan Proklim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Penilai. 

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. tim pengarah; 

b.  tim teknis; 

c. tim verifikasi; dan 

d. sekretariat. 
 

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 7 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan 
Proklim. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. koordinasi; 

b. sosialisasi; 

c. peningkatan kapasitas;  

d. pendampingan; dan/atau 

e. bimbingan teknis. 

 
Pasal 8 

(1) Pendanaan pelaksanaan Proklim berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

c. masyarakat dan sumber lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 

(2) Pendanaan pelaksanaan penilaian dan pembinaan 
berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Oktober 2012 
 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 

  BALTHASAR KAMBUAYA 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Oktober 2012 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 

 AMIR SYAMSUDIN 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1068 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  

 
 

Inar Ichsana Ishak  
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LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI NEGARA 
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM 

 
 
 

PEDOMAN UMUM  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM 

 
A.  PENDAHULUAN 

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu Karbondioksida 
(CO2), Metan (CH4), N2O, Sulfur Heksafluorida (SF6), Hidrofluorokarbon 
(HFC), dan Perfluorokarbon (PFC) yang dihasilkan dari beragam aktivitas 
manusia menyebabkan bertambahnya radiasi yang terperangkap di 
atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi 
pemanasan global. Tanpa dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi 
GRK, suhu bumi diperkirakan akan meningkat antara 1,4–5,8 0C pada 
tahun 2100. Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi 
telah meningkat antara 0,6–2 0C sejak akhir abad ke-19.   
 
Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan 
pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk 
di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, 
naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta 
dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. 
Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait 
iklim seperti:  
a. Kekeringan, banjir dan longsor 
b. Kegagalan panen 
c. Kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi 

akibat angin, gelombang tinggi  
d. Wabah penyakit malaria dan demam berdarah.  

 
Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat 
perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap 
dampak yang ditimbulkan serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK. 
Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, 
ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang 
mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain mengurangi emisi GRK, upaya 
mitigasi yang dilakukan dapat menekan biaya adaptasi, karena semakin 
besarnya konsentrasi GRK yang memicu perubahan iklim, akan memicu 
dampak perubahan iklim yang lebih besar, sehingga akan berdampak pada 
biaya pelaksanaan upaya adaptasi. 
 
Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, 
ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang 
mungkin terjadi dapat diminimalkan, antara lain dengan cara menyiapkan 
infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan 
ekonomi, kapasitas sosial, tingkat pendidikan, serta menerapkan teknologi 
adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain 
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melakukan upaya adaptasi, masyarakat perlu terus didorong untuk 
melakukan tindakan mitigasi yang akan memberikan kontribusi terhadap 
pengurangan emisi GRK secara global.  
 
Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan 
kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di 
tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak 
perubahan iklim yang mungkin terjadi. Seluruh upaya yang telah 
dilaksanakan masyarakat, perlu diinventarisasi dan terdata dengan baik 
agar dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target pengurangan 
emisi GRK dan peningkatan kapasitas adaptasi nasional.  
 
Pendataan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat 
dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat bottom-up, yaitu dengan 
mendorong berbagai pihak mengumpulkan informasi mengenai kegiatan 
yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat 
nyata terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Pendataan dan 
pengukuran manfaat tersebut dibatasi pada luasan tertentu dengan 
menggunakan terminologi “Kampung Iklim”.  
 
Kampung Iklim merupakan lokasi yang masyarakatnya telah melakukan 
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. 
Dalam hal ini kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun 
warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif 
lain yang dipersamakan dengan itu. Penetapan lokasi kampung iklim 
dilakukan melalui serangkaian proses penilaian yang dilaksanakan melalui 
Program Kampung Iklim (ProKlim). 
 
ProKlim diharapkan akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku 
kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi 
penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai upaya terbaik (best 
practises) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
 

B.  TUJUAN DAN MANFAAT 
1. Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang 
ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan 
aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi 
perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya 
pengurangan emisi GRK. Hal lain yang diharapkan dapat tercapai 
melalui pelaksanaan ProKlim adalah: 
a. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan 

adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan 
tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan 
perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara 
umum. 

b. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat 
memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. 

c. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan 
daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk 
melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

d. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang 
bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan. 
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e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap 
aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim. 

f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya 
penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan 
ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi sebesar 26% 
pada tahun 2020 dibandingkan dengan jika tidak dilakukan upaya 
apapun.  

 
2. Tujuan Khusus Program Kampung Iklim adalah: 

a. Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
serta potensi pengembangannya di tingkat lokal. 

b. Memberikan pengakuan  terhadap aksi lokal yang telah dilakukan 
masyarakat untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

c. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi 
tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi 
wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. 

 
3. Manfaat Program Kampung Iklim meliputi: 

a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas 
iklim dan dampak  perubahan iklim; 

b. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu 
lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional  

c. tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi 
bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program 
terkait perubahan iklim; 

d. tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon;  
e. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk 

mengadopsi teknologi rendah karbon. 
 

C.  PENDEKATAN, PRINSIP DAN STRATEGI  
Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan.  
Dengan pendekatan tersebut para pemangku kepentingan berinteraksi 
secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim 
untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkal lokal maupun nasional. 
Selain aksi “akar rumput” yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat 
lokal, intervensi kebijakan yang bersifat top-down dikembangkan sehingga 
upaya lokal tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.   
 
Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut: 
1. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 
2. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 
3. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah 

daerah, dunia usaha , dan lembaga non-pemerintah; 
4. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk 

menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim; 
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5. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan 
daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim; 

6. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim di tingkat lokal; 

7. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang 
mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat 
lokal; 

8. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung 
pelaksanaan Program Kampung Iklim. 

 
D.  RUANG LINGKUP 

Program Kampung Iklim dapat dilaksanakan di pedesaan maupun 
perkotaan, dengan memperhatikan tipologi wilayah seperti dataran tinggi, 
dataran rendah, pesisir dan pulau kecil.  Program Kampung Iklim 
mencakup tinjauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan aspek:  
1. Adaptasi Perubahan Iklim; 
2. Mitigasi Perubahan Iklim; 
3. Kelompok Masyarakat dan Dukungan Berkelanjutan. 

 
Uraian kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kerangka 
Program Kampung Iklim adalah sebagai berikut: 
1.  Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim 

Upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dapat dilaksanakan 
melalui kegiatan antara lain: 
a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor 

1) Pemanenan air hujan 
Pemanenan air hujan adalah mengumpulkan dan menampung air 
hujan, termasuk aliran air permukaannya, semaksimal mungkin 
pada saat curah hujan tinggi untuk dapat digunakan dan 
dimanfaatkan dalam menangani atau mengantisipasi kekeringan. 
Air hujan dapat dikumpulkan misalnya dengan membuat lubang 
penampung air, embung dan penampungan air hujan (PAH).  
Bentuk dan  ukuran penampung air hujan disesuaikan dengan 
kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, bisa dalam skala 
individu maupun komunal. 

2) Peresapan air  
Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan resapan air dan 
mengembalikan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait 
dengan penanganan atau antisipasi kekeringan, misalnya melalui 
pembuatan biopori, sumur resapan, Bangunan Terjunan Air (BTA), 
rorak, dan Saluran Pengelolaan Air (SPA). 

3) Perlindungan dan pengelolaan mata air 
Perlindungan dan pengelolaan mata air perlu dilakukan untuk 
meminimalkan risiko terjadinya kekeringan akibat perubahan 
iklim. Kegiatan dapat mencakup upaya fisik seperti pembuatan 
struktur pelindung mata air dan konservasi tumbuhan di sekitar 
lokasi mata air,  maupun non-fisik seperti pembuatan aturan-
aturan lokal yang dapat menjamin mata air tetap hidup. 

4) Penghematan penggunaan air 
Penghematan penggunaan air adalah upaya untuk menggunakan 
air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami 
pemborosan, misalnya penggunaan kembali air yang sudah 
dipakai untuk keperluan tertentu dan pembatasan penggunaan 
air. 
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5) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir 
Pembuatan sarana dan prasarana pengamanan banjir diperlukan 
dalam mengantisipasi perubahan pola hujan akibat perubahan 
iklim yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir.  
 
Strategi pengendalian banjir untuk pengaturan debit banjir 
dilakukan misalnya melalui kegiatan pembangunan dan 
pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung 
sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan 
sistem polder.   

6) Sistem peringatan dini (early warning system) 
Sistem peringatan dini adalah rangkaian sistem dalam kegiatan 
kesiapsiagaan untuk menginformasikan akan timbulnya kejadian 
bencana banjir, meliputi antara lain: pengoperasian “Sistem 
Peringatan Banjir” yang dapat memantau tinggi muka air dan debit 
air pada setiap titik pantau, pelaporan hasil pemantauan,  
penyiapan jalur evakuasi dan penyampaian informasi secara cepat 
kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan menggunakan 
alat komunikasi tradisional maupun modern. 

7) Rancang bangun yang adaptif 
Dalam mengantisipasi risiko terjadinya bencana banjir akibat 
perubahan iklim, salah satu upaya adaptasi yang dapat dilakukan 
adalah dengan merancang atau memodifikasi kontruksi bangunan 
misalnya dengan cara meninggikan struktur bangunan, 
menerapkan rancangan rumah panggung atau rumah apung. 

8) Terasering 
Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan akibat 
perubahan iklim, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
meminimalkan risiko longsor dan erosi adalah melalui pembuatan 
terasering pada lahan dengan kemiringan tertentu. Terasering 
merupakan konservasi tanah atau pengawetan tanah yang dibuat 
sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran 
pembuangan air, serta tanaman penguat teras yang berfungsi 
sebagai pengendali erosi dan longsor.  

9) Penanaman vegetasi 
Penanaman vegetasi akan memperkuat upaya pengendalian 
bencana longsor dan erosi tanah, sekaligus juga memberikan 
manfaat terhadap upaya konservasi air tanah dan penanganan 
lahan kritis. Jenis vegetasi dapat dipilih sesuai dengan kondisi 
lokal.  
 

b. Peningkatan ketahanan pangan  
1) Sistem pola tanam  

Pola tanam merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan 
dalam satu tahun, termasuk didalamnya masa pengolahan tanah. 
Pola tanam terbagi dua yaitu pola tanam monokultur dan pola 
tanam polikultur.  
 
Pertanian monokultur adalah pertanian dengan menanam 
tanaman sejenis, misalnya sawah ditanami padi saja, jagung saja, 
atau kedelai saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah 
meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan pola tanam polikultur 
ialah pola pertanian dengan banyak jenis tanaman  pada satu 
bidang lahan yang terusun dan terencana dengan menerapkan 
aspek lingkungan yang lebih baik, serta menghasilkan keuntungan 
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yaitu mengurangi serangan hama, menambah kesuburan tanah, 
dan memutus siklus hama/penyakit. Contoh pola tanam 
polikultur yaitu tumpang sari, tumpang gilir, tanaman bersisipan, 
tanaman campuran, dan tanaman bergiliran. Penerapan sistem 
pola tanam merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk meminimalkan risiko dampak perubahan iklim.  

2) Sistem irigasi/drainase 
Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air 
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi 
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, 
dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air 
irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan 
sumber daya manusia. Keandalan air irigasi diwujudkan melalui 
kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, 
bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, 
mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air 
drainase.  
Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan 
pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan 
dengan jaringan irigasi yang bersangkutan. Jaringan drainase 
berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu 
produktivitas lahan. Sistem irigasi/drainase yang baik dapat 
mengurangi risiko gagal tanam dan gagal panen. Penerapan sistem 
irigasi hemat air akan memperkuat kapasitas adaptasi untuk 
mengantisipasi ketersediaan air yang berkurang akibat semakin 
panjangnya musim kemarau pada daerah tertentu yang 
merupakan salah satu dampak perubahan iklim. 

3) Pertanian terpadu (integrated farming/mix farming). 
Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan 
kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu 
lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga 
dapat meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat 
ketahanan pangan. Dalam praktek pertanian terpadu, output dari 
salah satu budidaya menjadi input kultur lainnya yang akan 
meningkatkan kesuburan tanah dan menyeimbangkan semua 
unsur hara organik yang mengarah pada terwujudnya konsep 
pertanian organik ramah lingkungan dan berkelanjutan.  

4) Pengelolaan potensi lokal. 
Pengelolaan potensi lokal merupakan berbagai upaya 
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan 
hewan lokal yang dapat mendukung peningkatan ketahanan 
pangan, terutama tanaman dan hewan lokal yang memiliki potensi 
untuk beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim. 

5) Penganekaragaman tanaman pangan. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya gagal panen akibat dampak perubahan iklim adalah 
melalui penganekaragaman tanaman pangan. Dengan keragaman 
jenis yang ditanam, maka tanaman pangan yang tumbuh pada 
suatu lokasi tertentu menjadi semakin bervariasi sehingga jika 
terjadi kegagalan panen pada jenis tertentu masih ada jenis 
tanaman lain yang dapat dipanen.  

6) Sistem dan teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan. 
Peningkatan ketahanan pangan dengan mempertimbangkan risiko 
iklim dapat dilakukan melalui penerapan inovasi sistem dan 
teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan antara lain seperti: 
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a) Tanam padi hemat air, misalnya dengan model irigasi 
berselang/bertahap (intermittent irigation), dan tabela (tanam 
benih langsung/seeded rice) di lahan irigasi. 

b) Penggunaan pupuk unsur hara mikro, misalnya unsur Si yang 
bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tanaman padi 
terhadap serangan hama penyakit dan tahan rebah akibat 
curah hujan ekstrim yang sangat deras. 

c) Pengelolaan lahan tanpa bakar, yaitu upaya maksimal terhadap 
sisa panen berupa seresah yang dapat dimanfaatkan  untuk 
pupuk organik dan mulsa (penutup permukaan tanah). 

d) Teknologi minapadi yaitu penggabungan antara budidaya padi 
dan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu lokasi. Teknologi 
ini membutuhkan ketepatan dalam pengelolaan air agar sesuai 
untuk kehidupan ikan dan aktifitas budidaya tanaman lainnya 
dan tidak mengganggu kehidupan ikan. 

e) Precision farming, yaitu model pertanian yang mengutamakan 
presisi (ketepatan), seperti tepat waktu, tepat dosis pupuk, dan 
tepat komoditas. 

f) Padi apung, yaitu tanaman padi ditanam pada media yang 
dapat mengapung di atas permukaan air untuk mengantisipasi 
bahaya banjir. 

g) Pertanian organik, termasuk menerapkan sistem pengendalian 
hama terpadu untuk meminimalkan penggunaan pestisida 
kimia, dan pengendalian hama secara mekanis. 

7) Teknologi pemuliaan tanaman dan hewan ternak 
Pemuliaan tanaman merupakan suatu usaha yang dilakukan 
untuk memperoleh bibit yang secara genetik baik dengan cara 
menyeleksi, sehingga akan diperoleh tanaman yang memiliki 
kualitas unggul. Pemuliaan dapat dilakukan dengan cara hibridasi 
(perkawinan silang), mutasi genetik dengan cara radiasi, dan 
rekayasa genetik.  
Pemuliaan hewan merupakan suatu kegiatan dalam peternakan 
atau pemeliharaan hewan yang  bertujuan untuk memperbaiki 
kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan 
untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Pemuliaan tanaman 
dan hewan ternak dapat diarahkan untuk menghasilkan varietas 
yang tahan terhadap cuaca ekstrim akibat perubahan iklim 
misalnya panas yang terik, kekeringan, dan hujan angin. 

8) Pemanfaatan lahan pekarangan  
Pemanfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui 
pendekatan terpadu dengan membudidayakan berbagai jenis 
tanaman, ternak dan ikan di halaman rumah, sehingga dapat 
menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara 
terus menerus dan sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi 
keluarga.   
 

c. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air 
laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi. 
 
Dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dapat diminimalkan 
dengan membangun atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:   
1) Struktur pelindung alamiah 

Pembuatan struktur pelindung alamiah pesisir merupakan salah 
satu upaya pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pantai untuk 
mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi pesisir 
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melalui kegiatan penanaman vegetasi pantai (seperti ketapang, 
cemara laut, mangrove, dan pohon kelapa), melindungi gumuk 
pasir  serta pengelolaan terumbu karang. 

2) Struktur perlindungan buatan 
Pembuatan struktur pelindung buatan bertujuan untuk 
melindungi pantai terhadap kerusakan akibat serangan gelombang 
dan arus, antara lain dengan cara: 
a. Memperkuat pantai atau melindungi pantai agar mampu 

menahan kerusakan karena serangan gelombang; 
b. Mengubah laju transpor sedimen sepanjang pantai; 
c. Mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai; 
d. Reklamasi dengan menambah suplai sedimen ke pantai atau 

dengan cara lain. 
Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dapat diklasifikasikan 
dalam tiga kelompok yaitu konstruksi yang dibangun di pantai dan 
sejajar garis pantai, konstruksi yang dibangun tegak lurus pantai, 
dan konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan sejajar garis 
pantai. Beberapa macam bangunan pelindung pantai antara lain 
groin (groyne), pemecah gelombag (jetty, breakwater, seawall 
artificial headland), beach nourishment, terumbu buatan dan pintu 
air pasang surut. 

3) Struktur konstruksi bangunan 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi 
dampak perubahan iklim di wilayah pesisir adalah dengan 
memodifikasi struktur bangunan, yaitu menyesuaikan terhadap 
perubahan kondisi lingkungan yang terjadi misalnya menambah 
ketinggian lantai bangunan atau membangun rumah panggung 
dan struktur bangunan terapung untuk mengantisipasi terjadinya 
kenaikan muka air laut. 

4) Relokasi  
Relokasi permukiman dan aset penting lainnya adalah 
pemindahan lokasi permukiman atau aset penting ke lokasi lain 
yang lebih aman karena lokasi lama sudah tidak layak huni akibat 
meningkatnya muka air laut dan terkena dampak perubahan iklim 
lainnya. 

5) Penyediaan air bersih 
Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan air akibat perubahan 
iklim maka perlu dilakukan upaya penyediaan air bersih di daerah 
pesisir, baik secara individual maupun komunal. 
Sarana penyediaan air bersih secara individual contohnya adalah 
sumur (misalnya sumur gali, sumur pompa tangan, sumur bor, 
sumur pompa tangan dangkal) dan bak penampungan air hujan. 
Sedangkan sistem penyediaan air bersih secara komunal 
contohnya adalah pembangunan hidran umum, kran umum dan 
terminal air. 

6) Sistem pengelolaan pesisir terpadu 
Pengelolaan pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses 
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan 
mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Konteks 
keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki 
pemerintahan, dan disiplin ilmu. Penerapan konsep pengelolaan 
pesisir terpadu yang mempertimbangkan risiko iklim akan dapat 
memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan 
iklim.  
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7) Mata pencaharian alternatif 
Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi terjadinya 
gelombang tinggi, badai dan juga kenaikan muka air laut yang 
mengancam kegiatan usaha nelayan dan masyarakat pesisir dalam 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena salah satu 
upaya adaptasi yang perlu dilakukan adalah mengembangkan 
mata pencaharian alternatif untuk meningkatkan taraf 
perekonomian masyarakat yang tahan terhadap bencana iklim.  
Konsep pengembangan mata pencaharian alternatif mengacu pada 
prinsip keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. 
Mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir perlu 
disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan akibat 
perubahan iklim, misalnya budidaya kepiting dan penggantian 
spesies ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim. 
 

d. Pengendalian penyakit terkait iklim 
Kegiatan yang dapat meminimalkan risiko terjadinya peningkatan 
wabah penyakit akibat perubahan iklim seperti demam berdarah, 
malaria, diare dan penyakit akibat vektor lainnya antara lain adalah: 
1) Pengendalian vektor  

Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan 
dan/atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. 
Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang 
ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin 
sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya 
penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau 
menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga 
penularan penyakit tular vektor dapat dicegah.  
Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan pendekatan yang 
menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor 
yang dilakukan berdasarkan azas keamanan, rasionalitas, dan 
efektifitas pelaksanaannya serta dengan mempertimbangkan 
kelestarian keberhasilannya. 
Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan 
lingkungan secara fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, 
baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya 
dan/atau perubahan perilaku masyarakat serta dapat 
mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai 
alternatif. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan 
untuk mengendalian vektor adalah: 
a) 3M (menguras, menimbun,menutup) sarang nyamuk; 
b) pengendalian perindukan nyamuk dan tikus; 
c) memperbaiki lingkungan agar tidak ada genangan air; 
d) memasukkan ikan dalam kolam/pot tanaman; 
e) membentuk Tim Jumantik (Juru Pemantau Jentik).  

2) Sistem kewaspadaan dini  
Merupakan upaya masyarakat untuk mengetahui lebih dini 
mengenai kondisi penyakit terkait perubahan iklim, contohnya 
adalah penerapan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi 
terjadinya penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, malaria, 
DBD. 

3) Sanitasi dan air bersih 
Sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik 
manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan 
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hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan 
daya tahan hidup manusia. 
Sanitasi lingkungan dapat diartikan sebagai kegiatan yang 
ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar 
kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi 
kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup: 
a) pasokan air yang bersih dan aman 
b) pembuangan limbah dari hewan, manusia dan industri yang 

efisien 
c) perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia 
d) udara yang bersih dan aman  
e) rumah yang bersih dan aman.  

4) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 
PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas 
kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat 
menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan 
aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Upaya sosialisasi 
dan pelembagaan PHBS, contohnya mencuci tangan dengan 
sabun, menggunakan jamban sehat dan menggunakan air bersih. 
Penerapan PHBS dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam 
mengantisipasi wabah penyakit terkait iklim. 
 

2. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim 
Upaya mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dapat dilaksanakan 
melalui kegiatan antara lain: 
a. pengelolaan sampah dan limbah padat, berupa: 

1) Pewadahan dan Pengumpulan 
Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah 
sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke 
tempat pembuangan akhir. Tujuan utama dari pewadahan adalah: 
a) menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga 

mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan 
estetika  

b) memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak 
membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas 
kota maupun dari lingkungan setempat.  

Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses 
pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan 
sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat 
pengumpulan sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus ke 
tempat pembuangan akhir (TPA).  Pewadahan dan pengumpulan 
sampah perlu dilakukan untuk mencegah dekomposisi atau 
pembusukan sampah yang tidak pada tempatnya baik di tingkat 
rumah tangga maupun komunal, yang akan memberikan 
kontribusi terhadap emisi GRK. 

2) Pengolahan  
Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah 
yang menurut UU No 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses 
perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, 
komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah secara umum 
merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia 
maupun biologi Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang 
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping 
memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu 
sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi). Pengolahan 
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sampah dapat dilakukan antara lain dengan pengomposan atau 
menggunakan insinerator yang memenuhi persyaratan teknis. 

3) Pemanfaatan 
Upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat dan gas 
metana yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah, misalnya 
dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse, and Recycle), pemanfatan 
gas metana dari limbah organik sebagai sumber energi, dan 
pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan. 

4) Penerapan konsep zero-waste 
Upaya masyarakat untuk mengolah limbah padat dari kegiatan 
rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke 
lingkungan, dengan memaksimalkan pengurangan jumlah 
sampah, pengomposan tingkat rumah tangga dan pengoperasian 
bank sampah. 
 

b. Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair, meliputi: 
1) Domestik 

Upaya masyarakat untuk mengolah limbah cair domestik di 
tingkat komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap gas 
metana, contohnya tangki septik dilengkapi dengan instalasi 
penangkap metana, dan memanfaatkan gas metana sebagai 
sumber energi baru; 

2) Industri rumah tangga 
Upaya untuk mengolah limbah cair yang dilengkapi dengan 
instalasi penangkap gas metana dan pemanfaat gas metana 
sebagai sumber energi baru, misalnya instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL) anaerob yang dilengkapi penangkap gas metana. 
 

c. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, berupa: 
1) Teknologi rendah emisi gas rumah kaca 

Penerapan teknologi rendah emisi gas rumah kaca, misalnya 
penggunaan tungku hemat energi, kompor sekam padi, kompor 
berbahan bakar biji-bijian non-pangan, lampu biogas, dan briket 
sampah; 

2) Energi baru terbarukan 
Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari 
sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat 
berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, 
bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, 
biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut.  

3) Efisiensi energi 
Efisiensi energi didefinisikan sebagai semua metode, teknik, dan 
prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan 
penggunaan energi lebih efisien dan membantu penurunan 
permintaan energi global sehingga mengurangi emisi GRK. Upaya 
yang dapat dilakukan misalnya dengan menerapkan perilaku 
hemat listrik, menggunakan lampu hemat energi (non-pijar), dan 
memaksimalkan pencahayaan alami.  
 

d. Pengelolaan budidaya pertanian 
1) Pengurangan pupuk dan modifikasi sistem pengairan 

Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia, misalnya 
menggunakan pupuk organik, pengolahan biomasa menjadi 
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pupuk, dan model irigasi berselang/bertahap (intermittent 
irigation); 

2) Kegiatan pascapanen 
Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari 
kegiatan pasca panen di sektor pertanian, misalnya dengan tidak 
membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan 
jerami akibat penggenangan sawah. 
 

e. Peningkatan tutupan vegetasi 
1) Penghijauan 

Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan, memelihara dan 
meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi 
secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung 
lingkungan. 

2) Praktik wanatani 
Wanatani atau agroforestri adalah sistem penggunaan lahan 
(usaha tani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman 
pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis 
maupun lingkungan. Pada sistem ini, terciptalah keanekaragaman 
tanaman dalam suatu luasan lahan sehingga akan mengurangi 
risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta mengurangi 
kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya 
daur-ulang sisa tanaman.  
 

f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 
1) Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan  

Pengendalian kebakaran hutan merupakan aktifitas melindungi 
hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai 
tujuan dalam pengelolaan hutan, dengan melakukan kegiatan 
pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.  

2) Pengelolaan lahan gambut  
Upaya masyarakat untuk mengelola lahan gambut secara lestari 
dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan 
pengelolaan tata air lahan gambut. 

Kebakaran hutan dan lahan gambut  dapat menambah jumlah emisi 
GRK sehingga perlu dikendalikan. 

  
3. Kelompok Masyarakat dan Dukungan Keberlanjutan 

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan dengan 
baik dan berkesinambungan dengan adanya peran serta aktif 
masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Aspek kemasyarakatan dan 
dukungan keberlanjutan yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada 
suatu lokasi adalah mencakup hal-hal berikut:  
a. Kelompok Masyarakat yang diakui keberadaannya dan telah 

memiliki antara lain: 
1) Pengurus 

Pengurus harus berfungsi sesuai tugas pokok dan fungsinya serta 
berperan aktif dalam melaksanakan program atau kegiatan 
kelompok. Keaktifan dapat dilihat dari kehadiran pengurus pada 
sebagian besar kegiatan.   

2) Struktur organisasi 
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara 
tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam 
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. 
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Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 
kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 
bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam 
struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 
wewenang siapa bertanggung jawab/melapor kepada siapa. 

3) Rencana/program kerja 
Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari 
suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat 
untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. 
Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam 
menjalankan rutinitas/aktivitas organisasi. Program kerja juga 
digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.  

4) Aturan  
Aturan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis (misal: 
AD/ART, aturan adat, aturan kelompok, dll) yang 
dijalankan/ditaati. 

5) Sistem kaderisasi 
Pengertian kaderisasi adalah proses mempersiapkan calon-calon 
pemimpin suatu organisasi untuk melanjutkan estafet 
kepengurusan periode berikutnya. Tujuan kaderisasi adalah 
mempersiapkan calon-calon pemimpin demi kesinambungan 
organisasi, sehingga jika terjadi pergantian pemimpin dapat 
berjalan mulus karena sudah dipersiapkan.  
 

b. Dukungan kebijakan, meliputi antara lain: 
1) Kearifan lokal dan kebijakan kelompok 

Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai, 
pandangan-padangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, 
penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh 
anggota masyarakatnya. Beberapa kearifan lokal juga dapat 
meningkatkan kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi GRK, 
misal: perlindungan sumber daya air, penerapan aturan lokal 
berupa penggantian pohon untuk setiap pohon yang ditebang, 
aturan hutan adat, dan aturan hutan larangan. 

2) Kebijakan desa 
Kebijakan desa dikembangkan dan dilaksanakan untuk  
mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan 
memperkuat pelaksanaan Proklim 

3) Kebijakan kecamatan/ kabupaten/kota 
Kebijakan kecamatan/kabupaten/kota dikembangkan dan 
dilaksanakan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim akan memperkuat pelaksanaan Proklim. 
 

c. Dinamika kemasyarakatan, meliputi antara lain: 
1) Tingkat keswadayaan masyarakat 

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan 
dengan dukungan sumber daya dan sumber dana masyarakat 
sendiri. Tingkat keswadayaan masyarakat dapat dilihat antara lain 
dari besaran sumber pendanaan masyarakat dibandingkan 
dengan dukungan dari pihak luar/eksternal. 

2) Sistem pendanaan 
Sistem pendanaan mandiri dikembangkan untuk mendukung 
kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim atau program lingkungan secara umum; misalnya 
dari usaha bersama atau iuran anggota/warga. 
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3) Partisipasi gender 
Gender didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, 
fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan 
berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi 
sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang 
lebih luas. Partisipasi gender berdasarkan kelompoknya (bapak, 
ibu, remaja, anak-anak) akan memperkaya dan memperkuat 
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi Proklim di tingkat 
lokal. 
 

d. Kapasitas masyarakat, meliputi antara lain: 
1) Penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke pihak lain 

Pengalaman yang diperoleh dalam mengembangkan dan 
melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
dapat menjadi contoh bagi pengembangan ProKlim di lokasi lain. 
Upaya penyebarluasan bisa dilakukan melalui berbagai bentuk 
kegiatan seperti kunjungan dari kelompok atau desa lain, wakil 
masyarakat diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan 
sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
organisasi tertentu. Upaya yang telah dilakukan perlu 
didokumentasikan dengan baik. 

2) Tokoh atau pemimpin lokal 
Keberadaan tokoh atau pemimpin di wilayah setempat yang 
menjadi panutan dan dipercaya masyarakat dapat mendorong 
pengembangan dan pelaksanaan ProKlim. Tokoh atau pemimpin 
lokal dapat diperankan misalnya oleh ketua kelompok, perangkat 
desa, dan pemuka agama 

3) Keragaman teknologi 
Keragaman teknologi tepat guna dan rendah emisi untuk 
menunjang upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sangat 
menunjang pelaksanaan ProKlim. Sebagai contoh, dalam satu 
lokasi ProKlim dapat diterapkan teknologi biogas, mikrohidro, 
tungku hemat energi, biopori dan teknologi irigasi. 
Penggunaanteknologi tergantung pada kondisi setempat dan 
kebutuhan masyarakat. 

4) Tenaga lokal 
Ketersediaan tenaga lokal yang terampil dalam membangun dan 
mengoperasikan peralatan atau teknologi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim akan sangat bermanfaat dalam pengembangan 
ProKlim. Sejalan dengan peningkatan keragaman jenis kegiatan 
adaptasi dan mitigasi, maka tenaga yang memiliki kompetensi 
khusus tersebut diharapkan semakin meningkat sehingga 
ketergantungan terhadap tenaga ahli dari luar dapat semakin 
berkurang. 

5) Kemampuan masyarakat untuk membangun jejaring 
Memiliki jaringan dan kerjasama nyata dalam kegiatan adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim  dengan pemerintah dan organisasi 
lain. 
 

e. Keterlibatan pemerintah 
1) Pemerintah daerah 

Adanya dukungan dari pemerintah daerah, misalnya Desa, 
Kecamatan atau Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

2) Pemerintah pusat 
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Adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait dalam 
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
 

f. Keterlibatan dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi 
1) Dukungan dari dunia usaha 

Adanya dukungan dari dunia usaha untuk melakukan program 
kemitraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

2) Dukungan dari LSM 
Adanya pendampingan dari LSM untuk melakukan kegiatan 
adaptasi, mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat. 

3) Dukungan dari perguruan tinggi 
Adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan 
informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 
 

g. Pengembangan kegiatan 
1) Konsistensi pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan adaptasi/mitigasi perlu dilakukan secara konsisten, 
berkelanjutan, dan telah menjadi pola hidup masyarakat. Kegiatan 
yang telah dijalakan terus menerus lebih dari 2 tahun, merupakan 
salah satu indikator adanya konsistensi pelaksanaan program. 

2) Penambahan kegiatan 
Jumlah, jenis, dan luasan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim diharapkan semakin meningkat agar dapat 
memperkuat kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi GRK. 
 

h. Manfaat dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim meliputi: 
1) Manfaat ekonomi 

Masyarakat dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan, 
misalnya penggunaan biogas dapat mengurangi belanja bahan 
bakar, pendapatan tambahan mengolah buah mangrove menjadi 
sirup dan dari kegiatan daur ulang sampah. 

2) Manfaat lingkungan 
Masyarakat dapat merasakan manfaat peningkatan kualitas 
lingkungan dari kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 
misalnya muncul sumber-sumber air baru, peningkatan 
kesuburan tanah, dan peningkatan kerapatan tanaman penutup 
tanah. 

3) Pengurangan dampak kejadian iklim ekstrim 
Berkurangnya kejadian banjir, longsor, kekeringan, dan bencana 
terkait iklim lainnya. 

 
E.  PENGEMBANGAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM 

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Program 
Kampung Iklim dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan 
kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya 
yang tersedia di lokasi setempat. Pengembangan ProKlim secara umum di 
suatu lokasi dapat melalui rangkaian tahapan berikut: 
1. Pengenalan konsep yang merupakan tahap sosialisasi dan 

pengenalanProKlim dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampaknya, serta 
pemahaman mengenai aksi-aksi di tingkat lokal yang telah dilaksanakan 
oleh masyarakat dan dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim.  
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2. Identifikasi dampak perubahan iklim, baik yang sudah mulai dirasakan 
oleh masyarakat maupun potensi yang dapat terjadi di wilayah setempat.  
Masyarakat diharapkan memahami keterkaitan fenomena perubahan 
iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, 
peningkatan muka air laut, dan peningkatan kejadian ekstrim dengan 
dampaknya yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti 
banjir, longsor, kekeringan, dan gagal panen. Dengan memahami hal 
tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui risiko akibat perubahan 
iklim dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko 
yang dihadapi. 

3. Identifikasi area di lokasi setempat yang berpotensi rentan terhadap 
dampak perubahan iklim dengan melakukan pengamatan dan pendataan 
area sensitif yang paling sering mengalami kejadian/bencana terkait 
iklim ekstrim serta memiliki kapasitas paling rendah dalam menangai 
risiko iklim tersebut.  

4. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat berupa peningkatan 
teknologi, peningkatan daya dukung dan daya tampung alam, 
peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, dan peningkatan 
kerjasama/jaringan dengan pihak lain. 

5. Dari aspek mitigasi penurunan GRK, dimulai dari kemampuan 
masyarakat untuk mengidentifikasi teknologi tepat guna untuk menuju 
pola hidup masyarakat yang rendah karbon. Masyarakat diharapkan 
telah memahami jenis-jenis teknologi dan kegiatan rendah karbon, 
sehingga terdorong untuk menerapkan gaya hidup rendah karbon. 

6. Tahap selanjutnya untuk mitigasi penurunan GRK adalah inventarisasi 
sumber emisi GRK di daerah setempat dan aksi yang dapat dilakukan 
oleh masyarakat untuk mengurangi emisi GRK. Masyarakat secara 
bertahap diharapkan dapat memahami penghitungan sederhana 
penurunan karbon dari aksi lokal yang telah berjalan. 

7. Tahap akhir yang diharapkan adalah penyebarluasan informasi dan 
manfaat dari berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah 
dilaksanakan masyarakat, termasuk aspek kelembagaan dan faktor 
pendukung lainnya yang menjadi kunci penting dalam menentukan 
keberhasilan ProKlim agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan 
berkesinambungan. Masyarakat diharapkan tergerak untuk 
menyebarluaskan dan mengajarkan pengetahuan dan pengalaman yang 
telah diperolehnya kepada kelompok masyarakat lainnya, sehingga 
proses penguatan kapasitas adaptasi masyarakat dan pembudayaan 
rendah karbon di Indonesia dapat berjalan simultan yang melibatkan 
partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat (bottom up)  dan didukung 
oleh kebijakan pemerintah (top down). 
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PEDOMAN PENILAIAN  

PROGRAM KAMPUNG IKLIM 
 
A.  KRITERIA PENILAIAN 

Proklim mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi, dengan kriteria umum sebagai 
berikut:  
1) Telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi yang dapat meningkatkan 

ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. 
2) Telah dilaksanakannya aksi lokal mitigasi yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. 
3) Telah terbentuk kelompok masyarakat dan/atau keberadaaan tokoh di 

tingkat lokal yang menjadi penggerak kegiatan serta berbagai aspek 
pendukung yang dapat menjamin keberlanjutkan pelaksanaan dan 
pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

 
Komponen yang dinilai dalam Proklim berupa kegiatan adaptasi, mitigasi 
dan kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dijelaskan 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Kegiatan Adaptasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat 

lokal dalam menangani dampak perubahan iklim antara lain yaitu: 
a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; 
b. peningkatan ketahanan pangan; 
c. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air 

laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi; 
d. pengendalian penyakit terkait iklim. 

2. Kegiatan Mitigasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat 
lokal untuk mengurangi emisi GRK antara lain melalui: 
a. pengelolaan sampah dan limbah padat; 
b. pengolahan dan pemanfaatan limbah cair; 
c. penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi; 
d. pengelolaan budidaya pertanian; 
e. peningkatan tutupan vegetasi; 
f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

3. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan, yang meliputi aspek: 
a. keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan dan 

bentuk organisasinya; 
b. keberadaan dukungan kebijakan;  
c. dinamika kemasyarakatan; 
d. kapasitas masyarakat; 
e. keterlibatan pemerintah; 
f. keterlibatan dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi; 
g. pengembangan kegiatan; 
h. manfaat dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan 

mitigasi perubahan. 
 
Metode penilaian Proklim mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah 
(problem solving) dampak perubahan iklim di tingkat lokal dan potensi 
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perbaikan ke depan. Oleh karena itu, selain untuk menghitung skor nilai 
lokasi Proklim, penilaian Proklim ditujukan untuk: 
1. Mendeskripsikan kondisi setempat melalui penyusunan “Profil Umum 

Lokasi” 
2. Menganalisis potensi bahaya terkait perubahan iklim. 

Potensi bahaya perubahan iklim yang ditelaah di setiap lokasi Proklim 
adalah kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, kenaikan 
muka air laut, gelombang tinggi, badai, dan wabah penyakit terkait 
iklim. 

3. Menganalisis kondisi dan potensi kapasitas adaptasi. 
Kondisi dan potensi kapasitas adaptasi dikaitkan dengan kondisi 
kerentanan lokasi. Penilaian Proklim mengidentifikasi lokasi masyarakat 
yang tinggal di lokasi rentan/kritis terhadap bahaya perubahan iklim. 
Lokasi rentan/kritis adalah lokasi yang memiliki tingkat keterpaparan 
tinggi (populasi padat, banyak infrastruktur penting, banyak sumber 
daya alam penting), tingkat sensitifitas tinggi (misalnya memiliki sistem 
pertanian dan pola tanam yang sensitif), dan tingkat kapasitas adaptasi 
yang rendah (kemampuan ekonomi, sosial, dan teknologi).  

4. Menganalisis kondisi dan potensi kegiatan mitigasi penurunan GRK. 
Mengidentifikasi teknologi tepat guna untuk penurunan GRK baik yang 
telah ada di masyarakat maupun yang berpotensi dikembangkan. 

5. Menganalisis kondisi dan potensi kelembagaan dan dukungan 
masyarakat.  
Mengidentifikasi kearifan lokal, kelembagaan, dan dukungan masyarakat 
yang telah ada dan yang berpotensi dikembangkan.  

 
Metode penilaian Proklim mengedepankan penilaian upaya bukan hasil, 
sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal 
berikut: 
1. Lokasi berprestasi progresif, yaitu lokasi yang berubah dari sangat 

rentan menjadi sangat tidak rentan, ditunjukkan dari perkembangan 
profil lokasi dari tahun ke tahun. Selain itu, lokasi tersebut telah 
menunjukkan upaya penurunan gas rumah kaca dengan baik. Lokasi 
tersebut juga telah menunjukkan dukungan kelembagaan yang baik 
untuk keberlanjutan kegiatan; 

2. Lokasi berprestasi konsisten, yaitu lokasi yang dapat mempertahankan 
kinerjanya yang baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim secara konsisten dalam jangka panjang, dibuktikan dengan kondisi 
profil lokasi dari tahun ke tahun.  

3. Lokasi berprestasi bangkit, yaitu lokasi yang sangat rentan dan belum 
berhasil menurunkan kerentanannya tetapi telah menunjukkan upaya 
keras untuk memperbaiki kondisinya dalam beberapa tahun terakhir. 
Lokasi ini mengupayakan dukungan yang kuat baik dari lokal maupun 
pihak luar.  

 
Mengingat bahwa tipologi daerah di Indonesia sangat beragam misalnya 
daerah pedesaan, perkotaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir, 
maka penilaian Proklim disesuaikan dengan karakteristik di masing-
masing lokasi. Perangkat penilaian Proklim dikembangkan berdasarkan 
profil lokasi sehingga dapat menilai potensi dan pencapaian hasil kegiatan 
adaptasi dan mitigasi untuk setiap tipologi daerah.   
 
Tidak semua kriteria Proklim harus ada dalam satu lokasi, dari sisi 
adaptasi yang terpenting adalah apakah lokasi tersebut telah dapat 
mengatasi bahaya perubahan iklim didaerahnya misalnya banjir, 
kekeringan, gagal panen, dan sebagainya., dan apakah daerah tersebut 
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telah berupaya menurunkan tingkat kerentanannya. Dari sisi mitigasi yang 
terpenting apakah daerah tersebut telah mengelola semua potensi mitigasi 
di daerahnya, dan dari sisi kelembagaan adalah apakah daerah tersebut 
telah mengupayakan kelembagaan yang baik sehingga ada dukungan yang 
menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi di daerah tersebut. 
 
Pelaksanaan Proklim terdiri dari proses pengusulan dan proses penilaian 
Proklim, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
1. pengusulan lokasi; 
2. penilaian, yang terdiri dari:  

a. penilaian persyaratan administrasi; dan 
b. verifikasi lapangan.  

3. penetapan hasil penilaian, terdiri dari: 
a. Penilaian teknis; dan 
b. Rekomendasi dan penetapan Proklim. 

 
Alur penetapan Proklim secara garis besar digambarkan dalam skema 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Penetapan ProKlim 
 

A.  TATA CARA PENGUSULAN LOKASI  
Pengusulan lokasi merupakan tahapan penerimaan “Lembar Pengusulan 
Lokasi Proklim” dari pengusul Proklim yang disampaikan kepada pejabat 
eselon I yang bertanggungjawab di bidang perubahan iklim. 

Pengusulan Proklim oleh Pengusul Proklim ke Sekretariat Proklim 

Penilaian Administratif oleh Sekretariat Proklim 

Pengumuman Usulan Proklim yang Lolos Penilaian Administrasi 

Korespondensi Sekretariat Proklim dengan Pengusul Proklim 

Penyerahan Dokumen Proklim oleh Sekretariat Proklim ke Tim Verifikasi Proklim 

Verifikasi Proklim ke Lapangan (Lokasi Proklim) 

Penyerahan Laporan Verifikasi Lapangan ke Sekretariat Proklim 

Penilaian Proklim oleh Tim Teknis dan Hasilnya diserahkan ke Tim Pengarah 

Rekomendasi Lokasi Proklim dari Tim Pengarah diserahkan kepada Menteri Negara LH 

Penetapan Lokasi Proklim oleh Menteri Negara LH  
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Pengusul Proklim adalah berbagai pihak yang mengetahui informasi 
mengenai masyarakat pada suatu lokasi yang telah melaksanakan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, misalnya: 
1. Individu yang memiliki identitas jelas; 
2. Kelompok Adat; 
3. Lembaga formal masyarakat yang memiliki landasan hukum dan 

struktur organisasi yang jelas, seperti karang taruna, koperasi, lembaga 
keagamaan, kelompok usaha tani, dan sebagainya; 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat; 
5. Dunia usaha; 
6. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 
 
Cara Pengusulan Program Kampung Iklim adalah sebagai berikut:   
1. Mengisi Lembar Pengusulan Lokasi Proklim dengan menggunakan format 

baku yang dikeluarkan oleh Sekretariat ProKlim atas persetujuan pejabat 
eselon I yang bertanggungjawab di bidang perubahan iklim. Lembar 
pengusulan tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan 
ditembuskan kepada satuan kerja perangkat daerah di tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki kewenangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.   

2. Lembar pengusulan Proklim dapat diperoleh dari Sekretariat Proklim 
atau diunduh melalui situs web Kementerian Lingkungan Hidup.    

3. Mengirim lembar Pengusulan Lokasi Proklim secara tertulis melalui pos, 
faksimili, atau surat elektronik kepada unit kerja pejabat eselon I yang 
bertanggungjawab di bidang perubahan iklim. 

 
B.  TAHAPAN DAN TATA CARA PENILAIAN  

1. Tahapan Penilaian  
Tahapan penilaian merupakan rangkaian proses penilaian suatu lokasi 
terhadap kriteria dan komponen Proklim melalui beberapa tahapan 
sebagai berikut: 
a. Penilaian administratif, yang dilakukan oleh Sekretariat, merupakan 

proses pemeriksaan formulir pengusulan Proklim dan kelengkapan 
dokumen pendukung.   

b. Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi adalah proses 
pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam 
dokumen pengusulan Proklim dengan kondisi yang ada di lapangan. 

 
2. Tata Cara Penilaian  

a. Tata Cara Penilaian Administratif 
Sekretariat bertugas untuk mengkoordinasikan administrasi 
pelaksanaan Proklim, meliputi antara lain penjadwalan kegiatan, 
penganggaran, pelaporan, melakukan evaluasi lembar pengusulan 
dan pengelolaan data ProKlim. 

 
Berdasarkan tugas yang dimandatkan, Sekretariat akan 
melaksanakan: 
1) seleksi awal dengan melihat jenis kegiatan adaptasi dan mitigasi 

yang tercantum dalam lembar pengusulan; 
2) korespondensi terhadap usulan lokasi yang telah melakukan 

kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk melengkapi dokumen 
pendukung; 

3) pemeriksaan kelengkapan lembar pengusulan lokasi proklim dan 
dokumen pendukung; 

4) mengumumkan usulan lokasi Proklim yang telah lolos penilaian 
persyaratan administrasi, dengan cara:  
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a) pengiriman surat, surat elektronik, atau faksimili ke alamat 
Pengusul Calon Lokasi Proklim; 

b) diumumkan di halaman situs web Kementerian Lingkungan 
Hidup. 

5) Menyerahkan dokumen pengusulan Proklim kepada Tim 
Verifikasi. 

6) Sekretariat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengusul 
Proklim atau kelompok/organisasi penanggung jawab kegiatan 
pada lokasi yang diusulkan bahwa akan dilaksanakan kegiatan 
verifikasi lapangan dan meminta Pengusul Proklim tersebut 
untuk menyiapkan dokumen lain yang diperlukan.   

7) Sekretariat melakukan komunikasi kepada kelompok/organisasi 
penanggung jawab kegiatan pada lokasi yang diusulkan dan 
kepada Tim Verifikasi sebelum dilakukan kunjungan lapangan 
untuk memastikan kesiapan di lapangan. 

 
b. Tata Cara Verifikasi Lapangan 

Tim Verifikasi memiliki tugas untuk melakukan kunjungan lapangan 
dalam rangka pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan 
dalam dokumen pengusulan Proklim dengan kondisi yang ada di 
lapangan. 
 
Tim Verifikasi terdiri dari individu yang memiliki kemampuan teknis 
untuk melakukan verifikasi Proklim serta memiliki surat tugas dari 
Kepala Sekretariat Proklim.   

 
Prosedur verifikasi lapangan adalah sebagai berikut: 
1) Tim Verifikasi, berkoordinasi dengan Sekretariat melakukan 

persiapan kunjungan lapangan untuk: 
a) menyepakati Ketua Tim sebagai penanggung jawab kegiatan 

verifikasi; 
b) memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, form 

verifikasi dan dokumen pendukung yang disiapkan 
sekretariat; 

c) menyusun jadwal dan melakukan koordinasi dengan Badan 
Lingkungan Hidup setempat, pemerintah desa dan kelompok 
masyarakat di lokasi yang diusulkan. 

2) Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke lokasi yang diusulkan 
dengan membawa kelengkapan administrasi dan dokumen 
verifikasi yang telah disiapkan sekretariat.  

3) Tim Verifikasi melakukan diskusi di lokasi dengan berbagai pihak 
yang memiliki informasi rinci tentang upaya adaptasi dan mitigasi 
yang diusulkan, untuk: 
a) melakukan verifikasi informasi dalam Lembar Pengusulan 

Proklim dan juga untuk menggali informasi yang belum 
tersampaikan dalam Lembar Pengusulan Proklim; 

b) melakukan pengecekan fisik dokumen tertulis baik dokumen 
kelembagaan, dokumen kegiatan adaptasi dan mitigasi, serta 
dokumen pendukung lainnya.  

4) Tim Verifikasi melakukan pengecekan fisik bentuk-bentuk 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan 
mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lembar 
Pengusulan Lokasi Proklim, serta mencatat dan melaporkan 
pengamatan di lapangan, antara lain (tapi tidak terbatas pada): 
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a) kualitas dan kuantitas serta kondisi fisik bentuk–bentuk 
kegiatan adaptasi dan mitigasi  sebagaimana ditemukan di 
lapangan; 

b) kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum 
dimasukkan ke dalam Lembar Pengusulan Lokasi Proklim; 

c) mendokumentasikan hasil kunjungan lapangan. 
5) Tim verifikasi menyusun dan menyerahkan Laporan Verifikasi 

Proklim ke Sekretariat Proklim secara langsung atau melalui pos, 
faks, atau e-mail. 

6) Laporan Verifikasi Proklim harus dilengkapi dengan Lampiran 
data-data pendukung dan dokumentasi serta berisi temuan fakta 
lapangan (fact-finding) dan paling sedikit terdiri atas: 
a) profil lokasi dimana dilakukan verifikasi lapangan; 
b) analisis bahaya dan kerentanan perubahan iklim;  
c) kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah 

dilakukan 
d) potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim; 
e) kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. 

 
C.  TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN 

1. Tahapan Penetapan Hasil Penilaian 
a. Penilaian Teknis oleh Tim Teknis yaitu tahapan pemberian penilaian 

(scoring) berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk menilai 
kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan 
komponen Proklim. 

b. Penyerahan hasil Penilaian Proklim dari Tim Teknis ke Tim 
Pengarah.  

c. Rekomendasi dan Penetapan Proklim merupakan proses 
penyampaian rekomendasi oleh Tim Pengarah kepada Menteri dan 
penetapan Lokasi Proklim oleh Menteri terhadap lokasi yang dinilai 
layak untuk ditetapkan sebagai Lokasi Proklim. 

 
2. Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian 

a.  Penilaian teknis 
Tim Teknis bertugas untuk melakukan evaluasi teknis dan 
penentuan skor dari setiap komponen dan indikator Proklim 
merujuk pada hasil verifikasi lapangan. 
Tim Teknis terdiri dari pejabat setingkat Eselon 2 dari lintas 
kedeputian Kementerian Lingkungan Hidup dan apabila diperlukan 
dapat melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta pakar atau 
praktisi yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim.  
Kriteria Proklim yang berfungsi sebagai dasar penilaian Proklim 
adalah merupakan kombinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim, Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan 
dengan pengaturan pembobotan yang akan disesuaikan dengan 
perkembangan pelaksanaan ProKlim.  
Standar nilai Proklim ditentukan dengan membandingkan nilai 
maksimal dan mempertimbangkan keanekaragaman atau kekhasan 
masing-masing lokasi, seperti pantai, pegunungan, perbukitan, dan 
sebagainya, mengingat jenis kegiatan di kawasan pantai akan 
berbeda dengan yang dilaksanakan di kawasan pegunungan, dan 
juga sebaliknya. 
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Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengikuti aturan 
sebagai berikut: 
1) memastikan apakah setiap indikator Proklim tersebut ada atau 

tidak ada di lokasi;  
2) melakukan penilaian pada indikator yang ada. Setiap indikator 

memiliki bobot tertentu yang menggambarkan tingkat 
kepentingan dan prioritas; 

3) melakukan penjumlahan terhadap penilaian secara total dari 
semua indikator yang ada. 

 
Indikator dibangun sesuai dengan Kriteria Proklim yang dibuat 
sederhana, tetapi memuat unsur yang cukup lengkap agar penilaian 
lebih bersikap obyektif dan menyeluruh. 
 
Dalam penilaian teknis, Tim Teknis melaksanakan penilaian dengan 
cara: 
1) Tim Teknis, berkoordinasi dengan Sekretariat, melakukan rapat 

teknis untuk melakukan penilaian teknis terhadap usulan yang 
masuk. 

2) Tim Teknis melakukan penilaian (scoring) dengan menggunakan 
daftar penilaian kegiatan Proklim berdasarkan kesesuaian 
lapangan dengan indikator Proklim. 

3) Apabila diperlukan, Tim Teknis dapat melibatkan pakar yang 
dinilai memiliki kemampuan khusus terkait dengan proses 
pemberian nilai komponen Proklim lokasi yang diusulkan. 

4) Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis 
menyusun dan menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada 
Sekretariat untuk dapat disampaikan kepada Tim Pengarah yang 
antara lain memuat:  
a) lokasi yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai Proklim; 
b) hasil analisa penilaian (scoring) serta daftar kehadiran Tim 

Teknis;  
c) kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait dengan 

kelayakan lokasi yang dinilai untuk dapat dipertimbangkan 
sebagai Proklim. 

 
b.  Rekomendasi dan penetapan Proklim  

Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, 
rekomendasi lokasi Proklim diberikan oleh Tim Pengarah kepada 
Menteri. Tim Pengarah terdiri atas pejabat setingkat Eselon I dari 
Kementerian Lingkungan Hidup, dan apabila diperlukan dapat 
melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta pakar yang 
mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim.  
 
Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengarah, menetapkan 
lokasi Proklim sebagai penerima sertifikat Proklim. 
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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 36 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RENCANA AKSI DAERAH 
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD GRK) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-
GRK adalah dokumen rencana kerja untuk 
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 
langsung dan tidak langsung menurunkan emisi 
gas rumah kaca sesuaidengan target 
pembangunan nasional; 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca, Peraturan Presidan Nomor 71 Tahun 
2011 Tentang Penyelenggaraan lnventarisasi Gas 
Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama 
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Nomor : 
660/95/SJ/2012, Nomor : 0005/M.PPN/01/2012, 
Nomor : 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur 
perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan 
berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan 
perencanaan pembangunan daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
(RAD-GRK); 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4033); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations/Framework 
convention on climate change;  

 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4421); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4700); 

 
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembang u na n J angka Menengah N 
asion al 2010-2014; 
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7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 

Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca; 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca Nasional; 

 
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 
(RAD-GRK). 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud 
dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 
 
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 
 
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
 
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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5. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK 

adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik 
alami maupun antropogenik, yang menyerap dan 
memancarkan kembali radiasi infra merah. 

 
6. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer 

pada suatu area tertentu dalam jangka waktu 
tertentu; 

 
7. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK 
adalah dokumen rencana kerja untuk 
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 
langsung dan tidak langsung menurunkan emisi 
gas rumah kaca sesuai dengan target 
pembangunan daerah. 

 
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 ( 
dua puluh ) tahun. 

 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 ( lima ) tahun. 

 
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) 
tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

 
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 

disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata 
Ruang Wilayah untuk 20 ( dua puluh ) tahun. 

 
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
(1). MD-GRK disusun untuk perencanaan sampai 

dengan tahun 2020. 
 

(2). Kegiatan RAD-GRK meliPuti bidang : 
a. Pertanian; 
b. Kehutanan dan Lahan Gambut; 
c. Energi dan Transportasi; 
d. Industri; 
e. Pengolahan Limbah; 
f. Kegiatan pendukung lain; 

 
(3). Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) 

elemen, yaitu : 
a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK; 

Identifikasi bidang dan kegiatan yang 
berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, 
berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, 
kegiatan dan produksi emisi sektoral dan 
karakteristik daerah; 
 

b. Baseline BAIJ (Business As Usual) emisi GRK; 
Merupakan perkiraan tingkat emisi dan 
proyeksi GRK dengan sKenario tanpa intervensi 
kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-
bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun 
waktu yang disepakati (tahun 2010-2020); 
 

c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK 
(mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun 
kegiatan Pendukung; 
1) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi 

dapat menurunkan emisi GRK dari 
bidang/subbidang terpilih ( dari kegiatan 
yang sudah ada maupun yang baru); 

 
2) Potensi reduksi emisi dari baseline dari 

tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap 
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aksi /kelompok aksi mitigasi yang 
diusulkan; 

 
3) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya 

penurunan per ton emisi GRK untuk setiap 
aksi yang diusulkan; 

 
4) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi 

mitigasi yang diidentifikasi. 
 

d. Usuian prioritas/skala prioritas dari usulan-
usulan aksi mitigasi terpilih; 
 

e. Lembaga Petaksanaan dan pendanaan kegiatan 
yang sudah diidentifikasi pengukuran dan 
pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di 
daerah. 

 
BAB III 

KEDUDUKAN RAD.GRK 
 

Pasal 3 
 

(1). RAD-GRK, disusun sesuai dengan kondisi dan 
permasalahan serta kemampuan daerah. 
 

(2). RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan 
penting dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
menjadi masukan dan dasar penyusunan 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

 
BAB IV 

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 4 

 
(1). RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi 

GRK yang bersifat multisektor dengan 
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mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan 
kewenangan daerah serta terintegrasi dengan 
rencana pembangunan daerah. 
 

(2). Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif 
dan menggunakan referensi yang tersedia di 
tingkat nasional. 

 
Pasal 5 

 
(1). Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat 

daerah dilakukan dengan mengarahkan dan 
menetapkan berbagai program dan kegiatan yang 
dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan 
pembiayaan ke dalam RKPD. 
 

(2). Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
menyusun RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota 
untuk mendukung penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca. 

 
BAB V 

KAJIAN ULANG RAD.GRK 
 

Pasal 6 
 
(1). RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan daerah dan perkembangan 
dinamika nasional dan internasional. 
 

(2). Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan 
Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh 
Kepala Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 
 

(3). Hasil kaji ulang RAN-GRK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala 
Kepala Bappeda dan Statistik kepada Gubernur. 
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BAB VI 
DOKUMEN RAD 

 
Pasal 7 

 
(1). Dokumen MD-GRK, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

(2). Sistimatika RAD-GRK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 

 
- Bab I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Tujuan 
1.3 Sasaran 
1.4 Keluaran 
1.5 Dasar Hukum 
1.6 Kerangka Waktu Penyusunan 
 

- BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN 
EMISI GRK 
2.1 Profil dan Karakteristik Daerah 
2.2 Program Prioritas Daerah 
2.3 Permasalahan Emisi GRK 
 

- BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG 
LINGKUP 

3.1 Pembagian Urusan 
3.2 Ruang Lingkup Daerah 
 

- BAB IV : ANALISIS EMISI GRK 
4.1 Penyusunan baseline emisi GRK 
4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan 
Penurunan Emisi 
4.3 Skala Prioritas 

 
- BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK 

5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian 
Peran 
5.2 ldentifikasi Sumber Pendanaan 
5.3 Penyusunan Jadwal lmplementasi 
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- BAB VI : MONITOR]NG DAN EVALUAS 
- BAB VII : PENUTUP 

 
BAB VII 

SUMBER PENDANAAN 
 

Pasal 8 
 
Sumber Pendanaan Penurunan Emisi RAD-GRK 
bersumber dari dana APBN/APBD 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 November  2012         

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
EKO MAULANA ALI 
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Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 23 November 2012         

 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG, 
 

dto 
 

IMAM MARDI NUGROHO 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E 
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKS! DAERAH PENURUNAN EMIS! GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sesuai komitmen Gubernur untuk menurunkan 30% (tiga puluh persen)
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca;

Mengingai : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol
Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Perubahan Iklim;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana te.lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika;



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2030;

19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
Hijau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat
BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang tugas dan fungsinya terkait dengan
penurunan emisi gas rumah kaca.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian atau subordinat dari SKPD yang tugas dan fungsinya terkait
dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah disingkat
PD dan Perseroan Terbatas disingkat PT.

8. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang
selanjutnya disingkat RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan
nasional.

9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang
selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan
daerah.

10. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang
terkandung dalam atmosfer baik alarni maupun antopogenik, yang
menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.



BAB II

KEGIATAN RAD-GRK

Pasal 2

(1) RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang :

a. rumah tangga;

b. transportasi;

c. industri;

d. komersial;

e. lampu penerangan jalan umum;

f. limbah; dan

g. ruang terbuka hijau.

(2) Rincian kegiatan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KAJI ULANG RAD-GRK

Pasal 3

(1) RAD-GRK dapat dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah

dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.

(2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh

Kepala BPLHD.

Pasal 4

Kepala BPLHD melaporkan hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 kepada Gubernur.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD melakukan perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap penurunan emisi gas rumah
kaca dengan mengacu pada RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(2) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPLHD.

Pasal 6

RAD-GRK dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam
melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK).

BABV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD dengan dikoordinasikan Kepala
BPLHD melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RAD-GRK dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA,

OWO

s - FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2012NOMOR 126
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